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SAL!NAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI .

NOIIOR 14 TAHUN 2ol 1 '*- '1,,

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN I&OINI

TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG UAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
: a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor,

daerah, dan masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Kediri perlu ,nenyusun flencana Tatra Ruang witayah
Kabupaten Kediri sebagai pedoman penataan ruang yang transparan,

efehif dan partisipatif;

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2ooz tentang
Penataan Ruang, perlu menyusun Rencana Tata Ruang wilayah
(RTRW) Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2O1O -

2030;

:'1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g6s Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2r3o);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik rndonesia Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor



o.

7.

2

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 19&4 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun '1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 't992 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 27,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya

Tanaman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor

46, Tambahan Lembar Negara Republik lndonesia Nomor 3478);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3881);

11.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3888) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20O4 (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4412);

'l2.Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor

134, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nofio( 42471i

13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20(X tentang Sumber Daya Air

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4377);

14.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentrng Perkebunan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 441 1 );

,A-
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15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lombaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 'l 04, Tambahan Lambaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

16. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 'l'18, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4433) sebagaimana blah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran

Negera Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5073):

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daersh

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomol1437)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 48/+4);

'18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20Ol Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4444):

19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Paniang NasionalTahun 200+2025 (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4700);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun m07 tentang Perkeretaapian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 65,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4722);

2'1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tenisng Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 06,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4723);

22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik lndon€ia lahun 2007 Nomor 68,

Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4725);

23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4746):

24. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KetBrbukaan lnformasi

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia Nomor 4&46);

25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

{Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4851);

L I
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26.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

27.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4959);

28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4966);

29.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5015);

3O.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5025);

31.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

32.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5052);

33.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5059);

34.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5068);

35.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5234);

1-
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun '1991 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3445);

3T.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1996

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3658);

3S.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak

dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat

dalam Kegiatan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nornor 3660);

39.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka

Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3776);

40.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian

Peta Untuk Penaiaan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3934);

41. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4146);

42.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan

Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 1b3, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4161);

43.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan

Tanah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 45,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4385);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang perlindungan

Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 147,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4453);

45.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 32,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4gS7)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 44

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 501g);
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46.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4490);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4532);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45g3);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4624);

50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4655);

Sl.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor g6,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4663);

S2.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutran serta pemanfaatan Hutan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 46g6)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200g Nomor 16,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g14);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian

Urusan Pemerintahan antare Pemerintah, pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintiahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara

Republik lndonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4737);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor4828);

J
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55. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4833);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4858);

ST.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4859);

58. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan lndustri

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4987);

59.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5048);

60.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5097);

6l.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5103);

62.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Pe(ambangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5't10);

63.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pe(ambangan Mineral dan Batubara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 51 11);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010

Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

5112);

\
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65. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;

66.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata

Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

di Daerah;

GT.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata

Cara Evaluasi Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

68.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M12009 tentang

Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana

Rincinya;

69.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

T0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

Tl.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

T2.Peraluran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur;

T3.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009-

2014;

T4.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D

Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATIKEDIRI

MEMUTUSl(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANATATA

RUANG WII-AYAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2O1O - 2030.
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BAB I

KETENTUAN UilIUlUI DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun

1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

5. Dewan Penrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk

ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain

hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

7. Fala ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

8. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang

secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

9. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

1 1 . Penataan ruang adalah suatu sistem proses perenc€lnaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaluran, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

l3.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola

ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

14. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang

sesuai dengan renc€lna tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya.

J
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15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

16. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan

ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap bloUzona peruntukan

yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

17. lzin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan

ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

18.Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan

pelayanan pada tingkat wilayah.

19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

20. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya

buatan.

2l.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan sumber daya buatan.

22.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintrahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi.

23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan

pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber

daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki

keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

z4.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan

distribusi layanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

25. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh

pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

26.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

27.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil

hutan.

21.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai

yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan,
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2g.lndustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk

penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

30.Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tranaman tertentu pada tanah

dan/ atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan

memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, permodalan serta manaiemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi

pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

3l.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian,

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

32.Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal

atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

33.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang

berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perkehidupan dan penghiduPan.

34. Ruang terbuka hijau adalah area memaniang/ialur dan/atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh

secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

35.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis'

klimatologis, geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk

jangka waKu tertenfu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya

tertentu.

36.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan

karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

37.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

38.pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupa@n atau beberapa kecamatan' yang

dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL.

39.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa;

40.Pusat Pelayanan Lokal yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa;
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4l.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan dapat berfungsi

sebagaimana mestinya, yang meliputi transportasi, saluran air bersih, saluran air limbah,

saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi.

42.Sarana adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas

pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum,

peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta

pemakaman umum.

43.Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara bupati dengan gubernur atau wali kota

atau bupati lain, dan/atau bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta

menimbulkan hak dan kewajiban.

44.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang

penataan ruang.

45. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

46.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum

adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintrah lain dalam

penyelenggaraan penataan ruang.

47.Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak

dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam

penyelenggaraan penataan ruang;

48.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah

badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Kediri dan mempunyai

fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

(1) Ruang lingkup mencakup wilayah kabupaten dengan batas berdasarkan aspek

administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih

1.386,05 km2.

(2) Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar.

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang; dan

d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung.

(3)Wilayah dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

sebagaimana Peta Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
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Pasal 3

Lingkup muatan RTRW terdiri atas:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;

d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan

h. kelembagaan.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang Daerah bertujuan untuk mewujudkan Daerah sebagai basis pertanian

didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan'

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

a. pengembangan kawasan agropolitan;

b. pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor pertanian;

c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;

d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;

e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana

nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;

f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi,

energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan

pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;

g. pengendalian fungsi kawasan lindung;

h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung

perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
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i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial,

pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, meliputi:

a. mengembangkan pusat agropolitan;

b. mempe(ahankan secara ketat dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

(2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan perdagangan yang mendukung sektor

pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;

b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung

dan pengolahan hasil Pertanian;

c. memantapkan peran dan meningkatkan kegiatan perdagangan tradisional;

d. menyelaraskan kegiatan perdagangan tradisional dan modem; dan

e. mengendalikan perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pusat bisnis.

(3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah

timur;

b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan

potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya;

c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan PPK dan

PPL, terintegrasi dengan PKL yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;

' '"' d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai

potensi, permasalahan, dan prospeknya;

e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi

pusat kegiatan; dan

f. mengintegrasikan wilayah perkotaan perbatasan sebagai bagian dari Pl(A/.

(4) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana letusan

gunung berapi, tanah longsor, gerakan tanah, dan baniir;

b. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta

karakteristik wilayah ;

c. mengembangkan sistem mitigasi bencana;

d. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana: dan

e. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana'

./
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(5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan

sarana nasional, regional, dan lokai untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

a. meningkatkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;

b. menata sistem transportasi yang membentuk sistem jaringan pergerakan antiar pusat

kegiatan dan antara pusat kegiatan dengan wilayah pelayanannya;

c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan

udara;

d. menata sistem transportasi yang meningkatkan kemudahan keterhubungan antara

transportasi lokal dengan simpul-simpul transportasi regional, nasional, dan

internasional;

e. mengembangkan sistem transportasi yang menjangkau tiap bagian wilayah dan yang

menghubungkan kawasan perdesaan - perkotaan;A f. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke sentra

produksi dan pusat pemasaran;

g. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat

pemasaran dan wilayah pelayanannya;

h. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi

distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;

i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian

menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam

maupun di luar kabupaten;

j. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;

k. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan

angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter;

l. memanfaatkan kembali akses jalur kereta api yang sudah mati:

m. mengembangan jalur kereta api jalur ganda untuk meningkatkan kinerja kereta api;

n. melakukan kajian dan penelitian teknis untuk keperluan penyelenggaraan

kebandarudaraan; dan

o. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan

penyelenggaraan kebandarudaraan.

(6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana

telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan

pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 huruf f, meliPuti:

a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar

pelayanan minimal;



16

b. meningkatkan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan prioritas

peiayanan pada wilayah yang memiliki potensi tumbuhnya kegiatan ekonomi baru,

dan wilayah yang secara geografis rendah aksesibilitasnya;

c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku

irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;

d. mengendalikan pencemaran terkait dengan perlindungan mutu air tanah dan udara:

e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di perkotaan dan perdesaan;

f. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah

lingkungan;

g. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sanitasi lingkungan untuk

permukiman dengan sanitasi individual dan/atau sistem komunal di wilayah perkotaan

dan perdesaan;

h. mengembangkan, meningkatkan dan menangani sistem pengolahan limbah; dan

i. melakukan pembangunan sistem drainase yang terpadu dengan pembangunan

prasarana lainnya.

(7) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf g, meliputi:

a. meningkatkan dan mengendalikan fungsi hutan lindung;

b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;

c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;

d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan

melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;

e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
- f. mengembangkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan konsep

berkelanjutan;

g. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;

h. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan

i. meningkatkan kawasan ruang terbuka hijau perkotaan.

(8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung

perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf h, meliputi:

a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;

b. mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai lahan pertanian pangan

berkelanjutan dan mengendalikan perubahannya;

c. meningkatkan produKivitas, diversifikasi tanaman, dan pengolahan hasil pertanian;

d. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sampai ekspor;

e. mengembangkan kegiatan pertambangan yang ramah lingkungan;

t
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f. mengembangkan kegiatan industri terutama diarahkan pada industri pendukung

pertanian, yang ramah lingkungan;

g. mengembangkan dan meningkatan kegiatan pariwisata alam, buatan, dan sejarah

secara terintegrasi; dan

h. mengembangan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang serta

mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

(9) Stralegi pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi

potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:

a. mendorong pengembangan sentra ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;

b. mendorong pengembangan pariwisata terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan

kawasan bersejarah dan potensi alam;

c. mendorong pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di daerah sulit air

' dan kekeringan; dan

d. mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WLAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat

kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah.
' r\ (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pusat kegiatan;

b. peran pusat kegiatan; dan

c. peruvilaYahan.

(3) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. sistem jaringan transPortasi;

b. sistem jaringan energi;

c. sistem jaringan telekomunikasi;

d. sistem jaringan sumber daya air; dan

e. sistem jaringan prasarana lainnya.

(4) Rencana struhur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

minimal 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Baglan Kedua

Slgtem Pusat Kegiatan

Pasal 8

(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2) huruf a, ditentukan secara

hirarkis meliputi:

PKL di perkotaan Ngasem dan Pare;

PKLp di perkotaan Papar, Wates, Ngadiluwih, Semen, dan Grogoli

PPK di perkotaan Tarokan, Banyakan, Mojo, Kras, Kandat, Ringinrejo' Ngancar,

Gampengrejo, Gurah, Pagu, Plosoklaten, Puncu, Kepung, Kandangan, Badas,

Kunjang, Purwoasri, dan Plemahan; dan

PPL di Desa Kalipang dan Bakalan Kecamatan Grogol, Desa Jati Kecamatran

Tarokan, Desa Tiron Kecamatan Banyakan, Desa Tales dan wonorejo Kecamatan

Ngadiluwih, Desa Ngadi, Kranding, Kedawung, Mondo Kecamatan Mojo, Desa Pelas

dan Jemekan Kecamatan Kras, Desa Blabak Kecamatan Kandat, Desa sumberagung

dan Duwet Kecamatan Wates, Desa Bedali Kecamatan Ngancar, Desa Tiru Kidul dan

Turus Kecamatan Gurah, Desa Bulupasar Kecamatran Pagu, Desa Pranggang dan

Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Desa Sidomulyo Kecamatan Puncu, Desa

Brumbung Kecamatan Kepung, Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan, Desa

Kepuh Kecamatan Papar, Desa Kuwik Kecamatan Kunjang, Desa Karangpakis dan

sumberjo Kecamatan Punrvoasri, Desa wonokerto Kecamatan Plemahan, Desa

Puhsarang Kecamatan Semen.

(2) Peran pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal(2) huruf b, meliputi:

perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil

pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa

pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;

perkotaan Pare sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil

pertanian tanaman pangan dan petemakan, industri, pusat perdagangan regional,

pusat pelayanan kesehatan, pusatjasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi;

perkotaan Papar sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil

pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal' pusat

hansportasi lokal;

perkotaan wates sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan hasil

pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat transportasi lokal, pusat

perdagangan lokal, pusat pengembangan agroindustri;

perkotaan Ngadiluwih sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengolahan

hasil pertanian tanaman pangan dan perkebunan, pusat perdagangan lokal, sentra

tanaman hias dan ikan hias;

a.

b.

c.
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f. perkotaan Semen sebagai pusat pemerintrahan kecamatan, pusat jasa pariwisata alam

dan religi, pusat perdagangan lokai;

g. perkotaan Grogol sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan

regional, pusat pendidikan;

h. PPK sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan pusat pelayanan sosial ekonomi

skala kawasan; dan

i. PPL sebagai pusat agropolitan dan pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan.

(3) Perwilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayal (2) huruf c, ditentukan sebagai

Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), meliputi:

a. SSWP A terdiri dari Kecamatan Grogol, Tarokan, dan Banyakan, berpusat di

perkotaan Grogol sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi

pertanian, pendidikan, industri kecil/menengah, dan perdagangan;

b. sswP B terdiri dari Kecamatan Ngadiluwih, Mojo, Kras, Kandat, dan Ringinrejo,

berpusat di perkotaan Ngadiluwih sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang

dikembangkan meliputi pertanian, perdagangan, pariwisata, pendidikan,dan industri

keciUmenengah;

c. sswP c terdiri dari Kecamatan Ngancar dan wates, berpusat di perkotaan wates

sebagai PKLp, dengan kegiatan utama yang dikembangkan meliputi pertanian,

perhubungan, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata;

d. sswP D terdiri dari Kecamatan Ngasem, Gampengrejo, Gurah, Pagu, Kayenkidul,

dan Plosoklaten, berpusat di Kecamatan Ngasem sebagai PKL, dengan kegiatan

utama yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri, pusat pemerintahan,

pemasaran/iasa, pertanian, pendidikan, dan pariwisata;

e. sswP E terdiri dari Kecamatan Pare, Badas, Puncu, Kepung, dan Kandangan,

berpusat di perkotaan Pare sebagai PKL, dengan kegiatan utama yang dikembangkan

meliputi pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, perhubungan, dan pendidikan;

f. sswP F yang terdiri dari Kecamatan Papar, Plemahan, Kunjang, dan Punivoasri,

berpusat di perkotaan Papar sebagai PKLp, dengan kegiatan yang dikembangkan

meliputi pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri; dan

g. sswP G terdiri dari Kecamatan semen, berpusat di perkotaan semen sebagai PKLp'

dengan kegiatan yang dikembangkan meliputi perdagangan, industri kecil, pariwisata,

dan pertanian.

(4) Kebutuhan pengembangan fasilitas perkotaan ditentukan sesuai jumlah penduduk, fungsi

kawasan, dan mengikuti standar nasional lndonesia, tercantum dalam Lampiran lll

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini'

/
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Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Tranaportasi

Pasal 9

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi darat, terdiri atas:

1) sistem jaringan transportasi jalan; dan

2) sistem jaringan kereta api.

b. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 10

(1) Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a

angka 1), meliputi peningkatan dan penyesuaian aspek teknis jalan dan jembatan,

penentuan fungsi jaringan jalan, optimalisasi, dan pengembangan terminal.

(2) Peningkatan dan penyesuaian aspek teknis sesuai dengan hirarki dan fungsi jaringan

jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. rencana pembangunan jaringan jalan baru dari Mojo-Ngebel di Kabupaten Ponorogo;

b. peningkatan dan rehabilitasi jalan arah wisata Gunung Kelud, ruas Blitar-Plosoklaten-

Pare, dan Mojo-Sendang di Kabupaten Tulungagung;

c. membuka akses wilayah barat dengan wilayah timur dengan pembangunan jembatan

di Ngadiluwih dan Papar; dan

d. rencana jalan lingkar Gampengrejo-Simpang Gumul.

(3) Penentuan fungsi jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l), meliputi:

a. jalan kolektor primer 1 ditetapkan pada ruas jalan Kertosono - Kediri dan Kediri -

Tulungagung;

b. jalan kolektor primer 2 ditetapkan pada ruas jalan Kediri - Nganjuk dan Kediri -
Tulungagung berada di sebelah barat Sungai Brantas, Pare - Jombang, Kediri - Blitar;

c. jalan kolektor primer 3 ditetapkan pada ruas Kediri- Perak di Kabupaten Jombang,

Blitar-Plosoklaten-Pare, dan antar PKL Papar-Pare-Wates-Ngadiluwih; dan

d. jalan lokal primer ditetapkan pada ruas jalan antar ibukota kecamatan.

(4) Optimalisasi dan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. optimalisasi terminal tipe C di Ngasem dan Pare; dan

b. pembangunan terminal tipe C di Papar, Wates, dan Ngancar.

Pasal 11

Rencana siatem jaringan jalur kcreta api aebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a

angka 2) , meliputi:

a. peningkatan jaringan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya-Kertosono-Kediri-

Tulungagung-Blitar; dan

b. revitalisasi infrastruktur jaringan kereta api.
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Pasal 12

Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b,

berupa bandar udara di Kabupaten Kediri.

Bagian Keempat
Sigtem Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, terdiri

atas:

a. jaringan pipa gas bumi; dan

b. jaringan transmisi tenaga listrik.

(2) Jaringan pipa gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di jalan

sepanjang jalan utama Puruvoasri-Papar-Gampengrejo-Kota Kediri.

,-.t (3) Peningkatan pelayanan sistem jaringan energi terdiri atas pemenuhan rumah tangga,

fasilitas umum, dan penerangan jalan umum.

(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem yang menggunakan kawat

saluran udara dan kabel bawah tanah.

(S) pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran

Udara Tegangan Tinggi (suTT) dan saluran udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET),

meliputi Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Ngasem, wates, Gurah, Plosoklaten, Puncu,

Kepung, Gampengrejo, Banyakan, Tarokan, Pagu, Pare, Badas, Plemahan, Kunjang'

Kayen Kidul, PaPar, dan Punroasri'

Bagian Kelima
Sirtem Jaringan Telekomunikaei

Pasal 14

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, terdiri

atas:

a. jaringan kabel;

b. jaringan nirkabel; dan

c. jaringan satelit.

Pasal 15

(1) Sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,

berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan'

(2) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa

peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan

infrastruktur pengadaan dan pengelolaan menara Base Transceiver Station (BTS)

bersama, yang tersebar di seluruh kecamatan.

)
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(3) Sistem satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi peningkatan

pelayanan di wilayah terpencil di lereng Gunung Kelud dan Wilis dengan memberi

dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan.

Bagian Keenam

Slstem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

Sistem iaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d

terdiri atas:

a. wilayah sungai;

b. sistem prasarana pengairan; dan

c. sistem pelayanan air minum.

Pasal 17

Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berupa wilayah Sungai

Brantas sebagai wilayah sungai strategis nasional.

Pasal 18

(1) Sistem prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

a. sistem jaringan pengairan; dan

b. wilayah pelayanan prasarana pengairan.

(2) Sistem jaringan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) huruf a meliputi:

a. Sungai Brantas dan anak sungai Brantas yang menjadi bagian dari Daerah Aliran

'A' Sungai (DAS) Brantas;

b. sumber air baku air minum dan irigasi Waduk Siman dan Embung Joho; dan

c. cekungan air tanah wilayah Brantas yang berpotensi ketersediaan air tanah bebas

dan air tanah tertekan.

(3) Wilayah pelayanan pnsarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. Daerah lrigasi (Dl) kewenangan Pemerintah berada di Dl Mrican KiriM/-K, Dl Siman,

dan Dl Mrican Kanan;

b. Dl kewenangan Provinsi berada di Dl Ketandan, Pohblembem, Dermo, Kalasan,

Ampomangiran, Sukorejo, Sempu, Toyoaning, Keling, Lanang, Hardisingat Gunting,

Kembangan, Klitik Bendokrosok, Klitik Kresek, dan Ngaglik; dan

c. Dl kewenangan Kabupaten berada tersebar di semua kecamatan.

(4) Wilayah pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran lV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 19

(1) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas

sumber air baku air minum, target pemenuhan pelayanan air minum, dan sistem

pelayanan air minum.

(2) Sumber air baku air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber air

Dales berada di Kecamatan Plosoklaten, sungai Supiturang, dan sungai Srinjing.

(3) Target pemenuhan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat ('l), meliputi

7Oo/o dari kebutuhan penduduk melalui instalasi pengolahan air minum, dan 30% melalui

swadaya masyarakat.

(4) Sistem pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' meliputi:

a. peningkatan kapasitas produksi instalasi pengolahan air minum;

b. perluasan jaringan pelayanan yang ada sehingga dapat menjangkau daerah-daerah

yang membutuhkan air minum; dan

c. pemanfaatan secara optimal keberadaan sumur penyedia air minum di desadesa

rawan kekurangan air.

Bagian Ketuiuh

Sisbm Jaringan Prasarana LainnYa

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e, terdiri

atas:

a. sistem pengelolaan sampah;

b. sistem sanitasi lingkungan; dan

Pasal 21

Sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

a. optimalisasi pemanfaatan dan perluasan areal Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto

berada di Kecamatan Badas, serta rehabilitasi sistem menjadi controlled landfill;

b. pembangunan TPA baru di Kecamatan Ngadiluwih berada di Desa Branggahan, untuk

melayani wilayah selatan, di Kecamatan Papar untuk melayani wilayah utara, dan di

Kecamatan Grogol untuk melayani wilayah barat, dengan sistem controlled

landfill/sanitary landfill;

c. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sesuai standar pelayanan

tersebar di seluruh kecamatan;

d. pengembangan sistem pengurangan masukan sampah ke TPA melalui pengurangan -
penggunaan kembali - pengolahan di sumber sampah.
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Pasal22

Sistem sanitasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

a. penerapan sistem pengelolaan limbah oleh masing-masing rumah tangga dan kegiatan

sosial ekonomi, serta menerapkan sistem komunal pada wilayah-wilayah padat

penduduk;

b. pengembangan sistem instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) berada di Desa Sekoto,

Kecamatan Badas;

c. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri.

Pasal 23

(1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, berada di zona

aman di desadesa terdekat dengan lokasi bencana.

(2) Peta jalur evakuasi bencana alam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG WLAYAH KABUPATEN

Bagian Keeatu

Umum

Pasal24

(1) Rencana pola ruang wilayah terdiri atas:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

) (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian minimal '1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vl yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawaean Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;

c. kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. kawasan rawan bencana alam; dan

f. kawasan lindung geologi.

/
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Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, seluas kurang lebih

8.217 Ha, meliputi:

a. wilayah lereng Gunung Kelud, berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan,

Kepung, dan Kecamatan Puncu; dan

b. wilayah lereng Gunung Wilis, berada di wilayah Kecamatan Mojo, Semen, Tarokan, dan

Kecamatan Banyakan.

Pasal2T

(1) Kawasan yang memberikan pedindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, berupa kawasan resapan air.

(2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Kecamatan

Tarokan, Grogol, Banyakan, Semen, Mojo, Badas, Kandangan, Kepung, Puncu, Pare,
Ar 

Plosoklaten, Gurah, Wates, Ngancar, dan Ringinrejo.

Pasal 28

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri

atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, kawasan sekitar mata air, dan ruang

terbuka hijau perkotaan;

(2) Kawasan sempadan sungai meliputi:

a. daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar minimal 5 meter dari kaki

tanggul sebelah luar;

b. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman

dengan lebar minimal 100 meter dari tepi sungai; dan

'^ c. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman

dengan lebar minimal 50 meter dari tepi sungai.

(3) Kawasan sekitar waduk Siman dan embung Joho merupakan kawasan perlindungan

setempat, dengan ketentuan :

a. daratan dengan jarak 50-100 meter dari titik pasang air waduk tertinggi; atau

b. daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional tefiadap bentuk dan

kondisi fisik waduk.

(4) Kawasan sekitar matia air merupakan kawasan di sekitar mata air, yang ditentukan

dengan jari-jari sekurang-kurangnya radius 200 meter.

(5) Ruang terbuka hijau perkotaan (RTHP) seluas kurang lebih 15.090 ha, berada di pusat-

pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d.

/
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Pasal 29

(1) Kawasan suaka alam, pelestrarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf d, terdiri atas kawasan cagar alam dan cagar budaya.

(2) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat ('l) meliputi:

a. CagarAlam Besowo Gadungan berada di Desa Besowo, Kecamatan Kepung seluas 7

Ha; dan

b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada di Desa Manggis, Kecamatan Puncu seluas

12Ha.

(3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. lingkungan non bangunan berupa Petilasan Sri Aji Joyoboyo, berada di Kecamatan

Kayen Kidul;

b. lingkungan bangunan non gedung berupa Arca Totok Kerot berada di Kecamatan

Gurah, Candi Surowono di Kecamatan Pare, Candi Doro di Kecamatan Puncu, Candi

Kepung di Kepung, Candi Tegowangi di Kecamatan Pagu, Pesanggrahan Jendral

Sudirman di Grogol, Situs Tondowongso di Kecamatan Gurah;

c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya berupa pabrik Gula Ngadirejo, berada

di Kecamatan Ngadiluwih; dan

d. kawasan lain yang mempunyai nilai sejarah.

Pasal 30

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri

atas kawasan rawan longsor dan rawan banjir.

(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan

Grogol, Semen, Mojo, Puncu, Plosoklaten, Wates, Ngancar.

'^' (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan Kras,

Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Punroasri.

Pasal 31

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas

kawasan rawan letusan gunung berapi dan rawan gerakan tanah.

(2) Kawasan rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan rawan letusan Gunung Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Puncu,

Plosoklaten, dan Kecamatan Kepung; dan

b. kawasan rawan letusan Gunung Wilis berada di Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan

dan Grogol.

(3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di

Kecamatan Mojo.



Bagian Ketlga
Kawasan Budidaya

Pasal 32

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan hutan rakyat;

c. kawasan peruntukan pertanian;

d. kawasan peruntukan perikanan;

e. kawasan peruntukan pertambangan;

f. kawasan peruntukan industri;

g. kawasan peruntukan pariwisata;

h. kawasan peruntukan permukiman; dan

i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf a,

berupa kawasan peruntukan hutan produksi tetap.

(2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di lereng

Gunung Kelud dan lereng Gunung Wilis, seluas kurang lebih 13.737 Ha.

Pasal 34

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berada di
Kecamatan Kepung, Puncu, Plosoklaten, Kandangan, Ngancar, Mojo, Semen, Banyakan,

Grogol dan Tarokan.

pasal 35

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri

atas kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

(2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. kawasan pertanian lahan basah kurang lebih seluas 45.405 ha dan kawasan
pertanian lahan kering kurang lebih seluas 1.1g1 ha;

b. lahan pertanian pangan berkelanjutan kurang lebih seluas 42.2g1 ha; dan

c. mengembangan kawasan pertanian lahan kering secara terpadu dengan pekarangan.

(3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan

secara terpadu dengan pekarangan.

(4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembangkan

melalui Kawasan lndustri Masyarakat perkebunan (KIMBUN), meliputi:

27
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a. KIMBUN Kelud berada di Kecamatan Ngancar, Plosoklaten, Kandangan, Kandat,

Ringinrejo, Puncu dan Kepung, dengan komoditi yang dikembangkan terutama kopi,

tebu, kakao, cengkeh dan komoditas tanaman perkebunan strategis; dan

b. KIMBUN Wilis berada di Kecamatan Mojo dan Banyakan, dengan komoditi yang

dikembangkan terutama kopi, tebu, kakao, kelapa, cengkeh dan komoditas tanaman

perkebunan strategis.

(5) Kawasan budidaya peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong, berada di Kecamatan

Semen, Kras, Kandat, Ngancar, Gurah, Kunjang, Plemahan, Puruvoasri, Papar, Pagu,

Kayen Kidul, Banyakan, Grogol, dan Tarokan;

b. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi perah, berada di Kecamatan

Wates, Ngancar, Plosoklaten, Gurah, dan Kandangan;

c. pengembangan sentra peternakan ternak kecil unggas, berada di Kecamatan Mojo,

Wates, Plosoklaten, Gurah, Puncu, Pare, Pagu, Gampengrejo, dan Ngasem; dan

d. pengembangan sentra peternakan temak kecil lainnya berada di seluruh wilayah

kecamatan.

Pasal 36

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi

perikanan air tawar untuk konsumsi dan ikan hias.

(2) Kawasan peruntukan perikanan berada di Kecamatan Pare, Plosoklaten, Kandangan,

Kras, dan Kecamatan Ngadiluwih.

Pasal 37

terdiri atas pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi.

(2) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat ('l), berupa kerikil berpasir
alami (sirtu).

(3) Pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. pertambangan di kali lahar Sungai Srlnjing dan Sungai Ngobo; dan

b. pertambangan di kantong lahar Kecamatan puncu dan plosoklaten.

(4) Pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
Kecamatan Purwoasri, Kunjang, plemahan, Badas, papar, Kayen Kidul, Kandangan,

Pare, Tarokan, Grogol, Banyakan,Gampengrejo, dan pagu.

pasal 38

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, terdiri atas
industri besar, sedang, dan rumah tangga.

/
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(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di

Kecamatan Gampengrejo.

(3) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di

Kecamatan Pare, Badas, Ngasem, Kunjang, Plemahan, Kandat, Tarokan, Plosoklaten,

Wates, Kras, dan Kecamatan Grogol.

(4) Kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 39

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, terdiri

atas wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

a. wisata alam berada di Gunung Kelud, Besuki di Gunung \Mlis, Air Terjun lronggolo,

Dolo, Sumber Podang dan Air Terjun Ngleyangan, serta Goa Jepang;

b. wisata budaya meliputi wisata religi Gereja Tua Poh Sarang, Petilasan Sri Aji

Joyoboyo, Candi Surowono, Candi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi, Arca

Totok Kerot, Pesanggrahan Jendral Sudirman dan Situs Tondowongso;

c. wisata buatan meliputi taman wisata Sumber Air Ubalan, Taman wisata Bendung

Gerak, Waduk Siman serta wisata buatan lainnya; dan

d. wisata minat khusus rafting Kali Konto berada di Kecamatan Kepung.

Pasal 40

('l) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, terdiri

atas permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat pKL dan

PPK seluas kurang lebih 13.166 Ha.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat ppL dan
permukiman desa, seluas kurang lebih 14.899 Ha.

(4) Permukiman perkotaan dan perdesaan tercantum dalam Lampiran Vll yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pa6al 41

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, terdiri atas:

a. kawasan central business district (CBD); dan

b. ruang untuk sektor informal.

(2) Kawasan cBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengembangan

kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di simpang Lima Gumul, Kecamatan

Ngasem.

\
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(3) Ruang untuk sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;

a. penyediaan ruang pedagang kaki lima di kawasan wisata; dan

b. penyediaan ruang pedagang kaki lima di pusat perkotaan PKL, PPK, dan PPL.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WI.AYAH KABUPATEN

Pasal42
(1) Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten dan

kawasan strategis kabupaten.

(2) Kawasan strategis ditentukan berdasarkan kepentingan:

a. pertumbuhan ekonomi;

b. sosial dan budaya; dan

c. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
'- (3) Kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

'l:50.000, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Vlll yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayat (1), berupa kawasan strategis berdasarkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,

berada di Kawasan Penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.

Pasal 44

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

kawasan pengembangan perdagangan, jasa, rekreasi.

(2) Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan agropolitan Ngawasondat, meliputi Kecamatan Ngancar, Wates,

Plosoklaten, Kandat, dan Ringinrejo sebagai pusat pengembangan kawasan di

Kecamatran Wates, dengan komoditas unggulan berupa nanas, pepaya, dan sapi
perah;

b. kawasan agropolitan Pakancupung, meliputi Kecamatan pare, Kandangan, puncu,

dan Kepung, berpusat di perkotaan Pare, dengan komoditas unggulan berupa cabe,

bawang merah dan sayuran;

c. kawasan agropolitan Segobatam, berada di Kecamatan Semen, Grogol, Banyakan,

Tarokan, dan Mojo, berpusat di perkotaan Banyakan, dengan komoditas unggulan

berupa mangga podang dan ubi kayu;

d. kawasan agropolitan Papar, Plemahan, punvoasri, Kayen Kidul, pagu, Gurah,

Kunjang, Gampngrejo dengan komoditas unggulan berupa padi dan palawija.
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(3) Kawasan perdagangan, jasa, rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa

pengembangan CBD Simpang Lima Gumul.

Pasal 45

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42ayal(21hurufb, meliputi penanganan peninggalan sejarah Gereja Tua Poh Sarang,

Petilasan Sri Aji Joyoboyo, Candi Surowono, Gandi Doro, Candi Kepung, Candi Tegowangi,

Arca Totok Kerok, Pesanggrahan Jendral Sudirman, dan SitusTondowongso.

Pasal 46

(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42ayal (2) hurufc, berupa kawasan rawan bencana

letusan gunung berapi dan rawan banjir.

^' (2) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berada di lereng Gunung Kelud dan Gunung Wilis.

(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di Kecamatan

Kecamatan Kras, Ngadiluwih, Gampengrejo, Papar dan Purwoasri, yang rawan

tergenang luapan Sungai Brantas dan Sungai Konto.

BAB VI

ARAHAN PEITiANFAATAN RUANG WLAYAH KABUPATEN

Bagian Keeatu

Umum

Pasal4T

(1)Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi

sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

(2) lndikasi program utama pemanfaatan ruang meliputi :

a. lndikasi program utama penrujudan struktur ruang;

b. lndikasi program utama penivujudan pola ruang;

c. lndikasi program utama perwujudan kawasan strategis.

(3) lndikasi sumber pendanaan meliputi dana pemerintah, pemerintah provinsi, dan

Pemerintah Kabupaten.

(4) lndikasi pelaksana kegiatan meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah

Kabupaten, swasta, dan masyarakat

(5) lndikasi waktu pelaksanaan sampai dengan tahun 2030 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
yaitu tahap kesatu tahun 2010 sampai 2015, tahap kedua dari 2016 sampai 2020, tahap
keliga2021 sampai 2025, dan tahap keempat dai2026 sampai 2030.
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(6) Rincian indikasi lokasi tahapan pelaksanaan program-program penataan ruang

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sebagaimana tercantum dalam Lampiran lX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

lndikasi Program Utama Perwuiudan Struktur Ruang

Pasal 48

(1) lndikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 ayal (2) huruf a, terdiri atas perwujudan sistem pusat kegiatan dan perwujudan sistem

prasarana wilayah.

(2) lndikasi program utama peruvujudan struktur ruang wilayah kabupaten diprioritaskan

pada:

a. pengembangan fasilitas penunjang PKL, PKLp, PPK, dan PPL;

b. pengembanganfasilitas penunjang agropolitan;

c. pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jalan;

d, pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan jembatan;

e. pemeliharaan dan peningkatan jaringan jalur kereta api;

f. revitalisasi stasiun kereta api;

g. perencanaan pengamanan ruang sepanjang jalur SUTT dan SUTET;

h. perencanaan pengaturan infrastruktur menara telekomunikasi;

i. pemeliharaan dan penyediaan sumber air baku dan jaringan pengairan;

j. pemeliharaan, peningkatan, dan perluasan pengelolaan sampah;

k. penerapan dan pengembangan sistem limbah domestik dan industri; dan

''!r' t. penyiapan dan penyediaan jalur evakuasi bencana'

Bagian Ketiga

lndikasi Program Utama Peruuiudan Pola Ruang

Pasal 49

('l) lndikasi program utama penivujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

ayat (2) huruf b, terdiri atas;

a. perwujudan kawasan lindung; dan

b. perwujudan kawasan budidaYa.

(2) lndikasi program utama penrujudan kawasan lindung wilayah kabupaten pada tahap

kesatu diprioritaskan pada:

a. pemulihan fungsi lindung; dan

b. pengembangan ruang terbuka hijau perkotaan.

t
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(3) lndikasi program utama perwujudan kawasan budidaya wilayah kabupaten pada tahap

kesatu diprioritaskan pada:

a. reboisasi tanaman;

b. pengembangan aneka produk olahan;

c. pengembangan hutan rakyat:

d. pengembangan hortikultura untuk ekspor;

e. pengembangan breeding centre (pusat pembibitan);

f. pengembangan pemuliaan plasma nutfah;

g. pengembangan industri perikanan;

h. pengembangan pertambangan;

i. pengembangan industri besardan industri sedang;

j. pengembangan obyek wisata utama; dan

k. pengkaitan kalender wisata kabupaten.

BABVII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFMTAN RUANG WLAYAH KABUPATEN

Pasal 50

(1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam

pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

(2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentil dan disinsentif; dan

d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Perafuran Zonasi

Pasal 51

(.1) lndikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal

50 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam

menyusun peraturan zonasi.

(2) lndikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten meliputi indikasi arahan peraturan

zonasi untuk struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis, yang terdiri atas:

a. sistem pusat kegiatan;

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daYa air;
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f. kawasan lindung;

g. kawasan budi daya;

h. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

i. kawasan strategis sosial budaya; dan

j. kawasan strategis kepentingan lingkungan.

(3) Petunjuk teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan zonasi pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a,

meliputi:

a. peraturan zonasi pada PKL, kegiatan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas

dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya,

dengan penetapan batas perkotaan sebagai pusat kegiatan;

b. peraturan zonasi untuk PKLp, kegiatan berskala beberapa kecamatan, penetapan batas

perkotaan sebagai PKLp;

c. peraturan zonasi untuk PPK, kegiatan berskala kecamatan, dengan penetapan batas

perkotaan kecamatan di masing masing ibukota kecamatan; dan

d. peraturan zonasi untuk PPL, kegiatan berskala beberapa desa, dengan penetapan batas

PPL di masing masing desa pusat pertumbuhan atau pusat agrobisnis.

pasal 53

(1) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayal(2) hurufb, disusun dengan memperhatikan:

hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;

c- penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang
pengawasan jalan;

d. dilarang semua pemanfaatan pada zona inti, kecuali untuk pergerakan orang/barang

dan kendaraan;

e. dibolehkan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan

kondisi dan kelas jalan;

f. dilarang aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan

sesuai dengan kelas dan hirarki jalan; dan

g' pengembangan kawasan baru dan pusat pertumbuhan yang menimbulkan bangkitan

lalu lintas harus dilengkapi kajian analisis dampak lalu lintas.

- - ..1
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(2) Peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, disusun dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan

tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan

ruangnya dibatasi;

b. pada pemanfuatan ruang di sekitar pengawasan jalur kereta api terdapat ketentuan

pelarangan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan

keselamatan transportasi perkeretaapian;

c. adanya pembatasan pemanfaatian ruang yang peka terhadap dampak lingkungan

akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;

d. adanya minimalisasi perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;

dan

e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan

memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur

kereta api.

Pasal 54

Peraturan zonasi untuk jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayal (2)

huruf c, disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di

sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayal (21 huruf d, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk

penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan

dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitamya.

Pasal 56

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf e, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan

ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian sungai.

Pasal 57

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(2) huruf f, meliputi :

a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;

b. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air;

c. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai;
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d. Peraturan zonasi untuk sekitar mata air;

e. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan;

f. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam;

g. Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya;

h. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;

i. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir;

j. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;

k. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

a. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

b. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah

bentang alam;

c. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;

d. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, menggangu

kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta

kelestarian lingkungan hidup;

e. dilarang kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap

keutuhan kawasan dan ekosistemnya; dan

f. kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tertentu, tidak

mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketrat.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun dengan ketentuan:

a. dilarang untuk semua jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;

b. diizinkan untuk kegiatan hutan rakyat;

c. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki

kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

d. dibolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

e. dibolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah

bentang alam; dan

f. dibolehkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun

yang sudah ada.

(4) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

disusun dengan ketentuan:

a. dilarang semua kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai;

b. dilarang semua kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan

menurunkan kualitas sungai;
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c. dibolehkan aktivitas wisata alam petualangan dengan syarat tidak mengganggu

kualitas air sungai;

d. dibolehkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;

e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan

untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;

f. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan

g. penetapan lebar sembadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(5) Peraturan zonasi untuk sekitar mata air dan danau disusun sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hurufd dengan ketentuan:

a. dilarang semua jenis kegiatan yang menyebabkan pencemaran kualitas air, kondisi

fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;

b. dilarang semua kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan

'A tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;

c. dilarang pemanfaatan hasil tegakan;

d. boleh untuk kegiatan pariwisata dan budidaya lain dengan syarat tidak

menyebabkan kerusakan kualitas air; dan

e. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan.

(6) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan sebagimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. dilarang semua kegiatan yang bersifat alih fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH);

b. diizinkan semua kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30%;

c. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;

d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan

fasilitas umum lainnya;

e. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain untuk menunjang

kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan

f. pengawasan ketat dari pemerintah terkait kegiatan budidaya yang mempengaruhi

fungsi RTH atau menyebabkan alih fungsi RTH.

(7) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata alam;

b. dilarang unluk kegiatan lainnya;

c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan penelitian, pendidikan,

dan wisata alam;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan lainnya;

e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; dan
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f. dilarang kegiatan penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan

flora dan satwa endemik kawasan.

(8) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g disusun dengan ketentuan:

a. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;

b. diizinkan bersyarat pendidian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan,

penelitian, dan wisata;

c. dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;

d. dilarang kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai

manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

e. dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan

sejarah, bangunan a*eologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan

geologi tertentu; dan

''A f. dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat

setemPat.

(9) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman

bencana;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman

bencana dan kepentingan umum.

(10)Peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i disusun dengan ketentuan:

a. Penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas

umum dengan kePadatan rendah; dan

c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas

umum penting lainnya, kecuali yang sudah ada saat ini.

(1 1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurufj disusun dengan ketentuan:

a. dilarang aktivitas permukiman dan pembangunan prasarana utiama di kawasan

rawan bencana di zona perlindungan mutlak;

b. dibolehkan aktivitas budidaya dengan syarat teknis rekayasa teknologi yang sesuai

dengan karakteristik bancananya selain di kawasan perlindungan mutlak;

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan anelman

bencana dan kepentingan umum;
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d. penentuan lokasi dan jalur evakusi, sistem informasi bencana, sistem peringatan

dini, prosedur standar operasional bencana dari permukiman penduduk; dan

e. mengarahkan bangunan pada kondisi tanah yang stabil.

(12) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf k disusun dengan ketentuan:

a. penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kelerengannya;

b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman

bencana dan kepentingan umum; dan

d. pelarangan pembuatan sawah pada lereng terjal di atas dan di bawah badan jalan.

Pasal 58

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat

(2) huruf g, meliputi :

a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi;

b. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat;

c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;

d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan;

e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pe(ambangan;

f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;

S. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;

h. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan;

i. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pemukiman perdesaan;

j. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kawasan CBD;

- k. Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan aktivitas pengembangan hutan secara lestari;

b. dilarang aktivitas pengembangan budidaya lainnya yang mengurangi luas hutan;

c. diizinkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;

d. diizinkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca

sumber daya kehutanan; dan

e. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pemanfaatran hasil hutan.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan akivitas pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa

lingkungan;
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b. diizinkan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan

pemanfaatran hasil hutan:

c. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat agar masyarakat

mampu dan mandiri dalam pemanfaatan hutan serta dalam melakukan suatu

usaha; dan

d. diizinkan pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui fasilitasi

oleh Pemerintah Daerah.

(4) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;

b. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan

kualitas tanah untuk perkebunan;

c. diizinkan aktivitas pendukung pertanian;

,1 d. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran

irigasi;

e. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi; dan

pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah;

f. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

s. usaha-usaha petemakan diadakan dengan tidak mengganggu ketenteraman

masyarakat umum;

h. jumlah dan jenis ternak yang boleh diternakkan di suatu bidang tanah tertentu untuk

disesuaikan dengan keadaan dan keseimbangan tanah dengan jenis ternak yang

bersangkutan;

i. zona-zona di mana suatu rumpun ternak telah mencapai mutu yang tinggi di dalam

suatu produksi harus dijalankan peternakan mumi; dan

j. pemanfaatan sumber daya peternakan agar tidak melebihi potensi lestari.

(5) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurufd disusun dengan ketentuan:

a. pemanfaatan sumberdaya yang lestari;

b. dilarang segala aktivitas budidaya yang akan mengganggu kualitas air sungai dan

waduk untuk Perikanan darat;

c. diizinkan aKivitas pendukung aktivitas perikanan; dan

d. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis,

pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan

pembenihan.

(6) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:

a. memperhatikan zonaizin pertambangan yang telah ditetapkan;
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b. pengaturan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara

biaya dan manfaat serta keseimbangan antiara resiko dan manfaat;

c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan

yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah;

d. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian Amdal yang dilengkapi

dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang

berskala kecil;

e. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi,

eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak

menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;

f. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada

ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap

lingkungan.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;

b. diizinkan mengembangkan aktivitas perumahan skala kecil di luar zona penyangga

peruntukan industri dengan intensitas bangunan berkepadatan sedang;

c. diizinkan mengembangkan aKivitas budidaya produktif lain di luar zona penyangga

peruntukan industri;

d. penyelenggaraan perumahan buruh/karyawan, fasoslfasum skala lokal sebagai

pendukung kegiatan industri;

e. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan

f. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan Peruntukan industri.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik

pariwisatanya;diizinkan secara terbatas pengembangan aKivitas perumahan dan

permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu

bentang alam daya tarik pariwisata;

b. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya

tampung lingkungan;

c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan

d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang pariwisata'

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf h disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan ketinggian bangunan lebih dari 3 lantai;

b. intensitas bangunan berkepadatan sedang - tinggi;

(s)
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c. boleh mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;

d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;

e. penetapan amplop bangunan;

f. penetapan tema arsitektur bangunan;

S. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(10) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf i disusun dengan ketentuan:

a. diizinkan ketinggian bangunan kurang dari 3 lantai;

b. intensitias bangunan berkepadatan rendah - sedang;

c. boleh mengembangkan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan

skalanya;

d. diizinkan pengembangan fasum dan fasos sesuai skalanya;

'-r e. dilarang pengembangan budidaya lainnya;

f. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan

S. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

(11)Peraturan zonasi untuk kawasan CBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufj

disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pembangunan bangunan komersial sesuai dengan skala pelayanan

berdekatan dengan hunian;

b. penetapan amplop bangunan antara lain, meliputi garis sempadan bangunan,

koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, dan

ketinggian bangunan;

c. diperbolehkan untuk bangunan usaha perdagangan dan jasa perdagangan;

d. diciptakan kesinambungan jalur bagi pejalan kaki di dalam area bangunan dan di

luar area bangunan dengan mengaitkan pola pedestrian yang ada;

e. orientasi bangunan di utamakan menghadap akses jalan. sedangkan pada area

ruang terbuka kawasan, orientasi utama bangunan adalah pada space berupa

ruang terbuka hiiau dan sungai;

f. mengelompokkan fungsi-fungsi yang saling berhubungan pada zona-zona yang

saling terkoneksikan melalui sistem sirkulasi yang efektif; dan

S. peruntukan ruang bagi ruang terbuka hijau diperbolehkan dalam bentuk sistem

ruang terbuka umum, sistem ruang terbuka pribadi, sistem ruang terbuka privat

yang dapat diakses oleh umum, sistem pepohonan dan tata hijau dan bentang

alam.

(12) Peraturan zonasi untuk ruang sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k disusun dengan ketentuan:
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diperbolehkan pada kawasan pariwisata, perdagangan dan jasa sesuai lokasi yang

telah ditetapkan;

dibatasi pada jalan kolektor primer; dan

penetapan amplop bangunan. amplop bangunan yang ditetapkan, antara lain,

meliputi garis sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai

bangunan, koefisien dasar hijau, dan ketinggian bangunan.

Pasal 59

Peraturan zonasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf h disusun dengan ketentuan:

a. kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai

sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;

b. pada setiap bagian dari kawasan strategis ekonomi harus diupayakan untuk

mengefisienkan perubahan fungsi ruang untuk kawasan terbangun melalui arahan

bangunan vertikal sesuai kondisi kawasan masing-masing;

c. pada kawasan strategis secara ekonomi ini harus dialokasikan ruang atau zona secarEl

khusus dan harus dilengkapi dengan ruang terbuka hijau untuk memberikan kesegaran

ditengah kegiatan yang intensitasnya tinggi serta zona tersebut harus tetap

dipertahankan;

d. perubahan atau penambahan fungsi ruang tertentu pada ruang terbuka di kawasan ini

boleh dilakukan sepanjang masih dalam batas ambang penyediaan ruang terbuka ; dan

e. dalam pengaturan kawasan strategis ekonomi ini zona yang dinilai penting tidak boleh

dilakukan perubahan fungsi dasamya.

Pasal 60

Peraturan zonasi pada kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5'l ayal (21 huruf i disusun dengan ketentuan:

a. pada radius tertentu harus dilindungi dari perubahan fungsi yang tidak mendukung

keberadaan candi atau dari kegiatan yang intensitasnya tinggi sehingga mengganggu

estetika dan fungsi monumental candi;

b. bila sekitar kawasan ini sudah terdapat bangunan, harus dibatasi pengembangannya;

c. untuk kepentingan pariwisata boleh ditambahkan fungsi penunjang tanpa menghilangkan

identitas dan karakter kawasan;

d. pada zona ini tidak boleh dilakukan perubahan dalam bentuk peningkatan kegiatan atau

perubahan ruang disekitarnya yang dimungkinkan dapat mengganggu fungsi dasamya;

e. penambahan fungsi tertentu pada suatu zona ini tidak boleh dilakukan untuk fungsi yang

bertentangan, misalnya perdagangan dan jasa yang tidak terkait candi dan pariwisata;

dan
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f. pada sekitar zona ini bangunan tidak boleh melebihi ketinggian duapertiga dari candi

yang ada.

Pasal 61

Peraturan zonasi pada kawasan strategis kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (2) huruf j disusun dengan ketentuan:

a. pada kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan

harus dilakukan pengembalian ke rona awal;

b. untuk menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus

melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan

c. pada kawasan yang didalamnya terdapat zona terkait kemampuan tanahnya untuk

peresapan air maka boleh dan disarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan.

Bagian Kedua

Ketentuan Perizinan

Pasal 62

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, mewajibkan

setiap orang yang akan melakukan kegiatan untuk pemanfaatan ruang mendapatkan izin

terlebih dahulu dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kegiatan pemanfaatan ruang yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. rekomendasi Pemanfaatan ruang;

b. izin lokasi; dan

c. izin mendirikan bangunan.

(3) Kepala Daerah dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berdasarkan rencana struktur dan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan

Pasal 23.

(4) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa lzin Pemanfaatan Ruang (lPR) dan/

atau Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

(5) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

wilayah dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) lzin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui

prosedur yang benar, batal demi hukum.

(7) lzin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian

terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Kepala Daerah

atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya'
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(8) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (7), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

(9) lzin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata

ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan

memberikan ganti kerugian yang layak.

(10) Setiap pejabat pemerintah daerah yang benrenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang

dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang'

(11)Ketentuan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Pemberian lnsentf dan Dlaineentif

Pasal 63

' (1) Ketentuan lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan

perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang didorong

pengembangannYa.

(2) Pemberian insentif diberlakukan dengan cara:

a. pengurangan retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruan9,

dan urun saham;

b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atrau pemerintah.

(3) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah desa dalam lingkup wilayah

kabupaten meliputi subsidi silang dan penyediaan sarana dan prasarana'

(4) Ketentuan insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah di sekitar wilayah

kabupaten karena dapat mendorong tenrujudnya struktur dan pola ruang wilayah

kabupaten meliputi pemberian kompensasi, publisitas dan atau promosi daerah.

(5) Ketentuan insentif diberikan kepada masyarakat umum meliputi:

a. pengurangan retribusi;

b. imbalan;

c. sewa ruang dan urun saham;

d. penyedia prasarana dan sarana;

e. penghargaan; dan atau

f. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.

(6) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c merupakan

perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang

tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
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(7) Pemberian disinsentif berupa retribusi yang tinggi, pembatasan perizinan, tidak diberikan

dukungan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti'

(8) Ketentuan detail tentang pemberian insentif dan pengenaan disinsentif akan diatur lebih

lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.

Bagian KeemPat

Arahan Sanksi

Pasal 64

(1) pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (21 huruf d merupakan

tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;

(2) Peraturan dalam pemberian sanksi meliputi:

.-\ a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi

administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan

sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan

perkotaan/perdesaan yang direncanakan dapat terwujud, dengan memberikan sanksi

administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana'

(3)Dalamhalpenyimpangandalampenyelenggaraanpenatiaanruang,pihakyang

melakukan penyimpangan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. Peringatantertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. PenutuPan lokasi;

e. Pencabutan izin;

f. Pembatalan izin;

g. Pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. dendaadministratif.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif,

akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah'
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BABVIII
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 65

(1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian Pemanfaatan ruang;

b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari

penataan ruang; dan

d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

^. (2) Dalam kegiatan pemanfatan ruang wilayah, masyarakat berhak mengakses informasi dan

dokumentasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Bagian Kedua

Kewaiiban MasYarakat

Pasal 66

(1) Dalam kegiatan pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. mentaati rencana tatra ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang

benruenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan dinyatakan sebagai milik umum'

(2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penatraan ruang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-

aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

Bagian Ketlga
Peran MasYarakat

Pasal 67

(1)penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan

melibatkan peran masyarakat, melalui kegiatan dalam bentuk:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang'
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(2) Peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan yang akan dicapai;

b. pengindetifikasian berbagai potensi dan masalah pembangun termasuk bantuan untuk

memperjelas hak atas ruang wilayah, termasuk perencanaan tata ruang kawasan;

c. pemberian masukan dalam merumuskan perencanaan tata ruang;

d. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi

pelaksanaan Pemanfaatan ruang;

e. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan

f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau bantuan tenaga ahli.

(3) peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dapat berlcentuk:

a. pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau

kebiasaan Yang berlaku;

b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan

ruang;

c'penyelenggaraankegiatanpembangunanberdasarkanrencanatataruang;

d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain untuk

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;

e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang;

f. pemberian usulan dalam penentuan lokasi dan bantuan teknik dalam pemanfaatan

ruang; dan/atau

g. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan

kawasan.

(4) peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada

a. pengawasan terhadap pemanfaatian ruang wilayah dan kawasan, termasuk pemberian

informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan

b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan

BAB IX
KELETUBAGAAN

Pasal 68

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama

antar sektor/ antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) bersifat ad-hoc.
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(2)Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 69

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik lndonesia, Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung

jawabnya di bidang penatiaan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk

membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik lndonesia sebagaimana

dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana'

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan

tersebut lengkaP dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan

tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di

bidang Penataan ruang;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

d. memeriksa buku-buku, catatian-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Penataan ruang ;

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada

saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen

yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi ;

j. menghentikan PenYidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidangpenataanruangyangmenuruthukumdapatdipertanggungjawabkan.



50

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik lndonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan

tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan

koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik lndonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil

penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik

lndonesia.

(6) Pengangkatran pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses

penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah

ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 71

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

PasalT2

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi :

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah;

b. terwujudnya keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah

serta keserasian antar sektor;

c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; dan

d. pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan'

Pasal 73

(1) RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
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(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala

besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali

dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila teriadi

perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang

kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

(1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, semua peraturan yang berkaitan dengan

penataan ruang yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini'

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini'

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, ditentukan sebagai berikut:

1)yangbertentanganPeraturanDaerahini,pemanfaatanruangyangbersangkutan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, difasilitasi untuk

mendapatkan izin yang diperlukan'

(3) Penyusunan rencana tata ruang berikutnya, meliputi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

pada 7 (tujuh) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP)'

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5

Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2003 - 2010

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
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Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 25 - 11 - 2011

BUPATIKEDIRI,

ttd

HARYANT! SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 - 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

trd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OII NOMOR 14

Salinan sesual dengan aslinya

SUPOYO
,1



t.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 14TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2010-2030

UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri yang selanjutnya disingkat RTRW

Kabupaten Kediri, adalah rencana yang berisi tentang tujuan, kebijakan dan strategi

penataan ruang, rencana struhur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan

strategis, arahan pemanfaatan ruang; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang

secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Kediri.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten Kediri sebagai basis pertanian

didukung pariwisata, perdagangan, dan perindustrian yang berdaya saing dan

berkelanjutan, konsistensi pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian

program-program pembangunan daerah dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan

yang telah ditetapkan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri adalah merupakan wadah

mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah

ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah

maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui

melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan,

Strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta Pengendalian dan Pengawasan

pemanfaatan ruang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

il.
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Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kediri merupakan arah tindakan

yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah

Kabupaten Kediri

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah

Kabupaten Kediri;

. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah

Kabupaten Kediri;

. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW

Kabupaten Kediri; dan

r sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah Kabupaten Kediri.

Strategi penatiaan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan

penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkahJangkah operasional

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola

ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Kediri;

. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW

Kabupaten Kediri;

. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan

ruang wilayah KabuPaten Kediri.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

CukuP jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup ielas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup ielas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal24

Cukup jelas

Pasal 25

CukuP ielas

Pasal 26

CukuP jelas

Pasal2T

Cukup ielas

Pasal 28

Ayat (1)

CukuP jelas
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Ayat (2)

1) garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut:

a) garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan

ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar

sepanjang kaki tanggul.

b) garis sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan

sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki

tanggul.

2) dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar,

dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari

sempadan sungai.

3) kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang

diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (2) harus

dibebaskan.

4) penetapan garis sempadan sungai besar tak bertanggul diluar

kawasan perkotaan ditetapkan sekurang - kurangnya 50 (lima

puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan

5) penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan

perkotaan didasarkan kriteria :

a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga)

meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waKu ditetapkan'

b) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter

sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan

ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung

dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,

c) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh)

sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

6) garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan

jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan

konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian

dan keamanan sungai dan bangunan sungai menjadi, dalam

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub butir (5) tidak

terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada

sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan

jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas
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AYat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

CukuP jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

CukuP jelas

Pasal 37

CukuP jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

CukuP jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

CukuP jelas

Pasal 43

CukuP jelas

Pasal zl4

CukuP jelas

Pasal 45

CukuP jelas
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Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

lndikasi program adalah program-program pembangunan yang

dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang

seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasa! 49

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

GukuP jelas

Huruf b

CukuP jelas

Huruf c

CukuP jelas

Huruf d

-.., Cukup jelas

Huruf e

CukuP jelas

Huruf f
pemuliaan plasma nutfah adalah kegitan mempertahankan

massa organisme baik flora dan fauna yang masih mernbawa

sifat-sifat genetik asli.

Huruf g

CukuP ielas

Huruf 
cukup jeras

Huruf i

Cukup jelas



Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

CukuP jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup ielas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

CukuP jelas

Ayat (2)

CukuP jelas

Ayat (3)

CukuP jelas

Ayat (4)

CukuP jelas

Ayat (5)

Huruf a

CukuP jelas

Huruf b

CukuP jelas

Huruf c

Tegakan adalah Pohon atau kayu baik yang produktif maupun

tidakproduktifuntukmenjaminsuksesialamiagarterpeliharanya

Proses ekologi dan ekosistem

Huruf d

CukuP jelas
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Huruf e

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

CukuP ielas

Ayat (12)

Cukup ielas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup ielas

Pasal 61

Cukup jelas

- . Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang

menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik lndonesia

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ayat (2)

GukuP ielas

Ayat (3)

CukuP jelas
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Ayat (4)

CukuP jelas

Ayat (5)

CukuP jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

CukuP jelas

Pasal 67

CukuP jelas

Pasal 68

CukuP jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

CukuP jelas

Pasal 71

CukuP jelas

PasalT2

CukuP jelas

Pasal 73

CukuP jelas

Pasal 74

CukuP jelas

Pasal 75

CukuP jelas

Pasal 76

CukuP jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDTRI NOTUIOR 94
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LA PIRAN lll : PERATURAI{ DAERAH KABUPATEI{ KEDtRt
NO OR : t4 TAHUT{ 20tl
TAM;GAL | 2O-fi- m11

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN FASILITAS PERKOTAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No sswP
KoG!mrtan
Pendukung

Kobutuh.n Pongombtngrn Fe3lllt a porkotlln

Pordagangrn Jaaa Pondldikan Kosohatan Podbrdatan Portantoran
RaIE.tl -

Olahraga &
Wl..t

lndudrl dan
Potenll Lsln

SSWP A
Grogol
(PKLp)

Grogol (PKLp) Pusat pordagangan
skala k6camatan,
mollputi P6ar,
P€rlokoan, Ruko,
Pasar Howan, Pssar
agro.

Porbankan,
ponginapan
(moial, hoiel),
flrcnxty
chango\
pagadaisn, j83s

Pongiriman d9n
issa unum
lainnys.

sMU, SMK
Oiploms

PuglGma3 Rgvrai
lnap, Rumah SEkil
c.

Puset
pcdbadsian skale
kec€matan,
sopcrti Masiil,
G€r€ia, Pure.

P6.l€ntoran
pomerinteh skela
k€camatan dan
$Yaste (kantor po€
den glro)

Stadion den
fasilitas olahraga
leinnya

.Pulet indBri
p€ngolahsn d8n
PcmaaerEn hssil
portsnlan;

.Sub tomlnslagrlbbnb.

'Pusai sbtam
aorcPolitan dan
PtrEtmbengan
Ln6Gn ri{A...n

Tarokan (PPK) Pa8ar, !oko, lcntr8
pEdukEi dan
pomesaIln hasll
pcllanien

Je3e Sosial -
Ekono.ni Skala
Kocamalan,
3op€rti Jasa
Kop€r8si
Sinpan Piriam,
Pogdaian,
Ponginapan
(Motol,
Losmon).

SMU, SMK Pus*s8mas Rawal
lnap

Pusat
Pcribadatan
Skala Kgcamatan
,/ Lokal, sepe l
Masiu, Musholle,
Gsrsia, PuE.

P6rkantoran Sk8l8
Kocamabn

Stadion, Wilata
Soiarah
Posangrahan
Jondrsl
Sudiman, Ah
terjun
Ngbyangsn

. Pusat
lnduaai/P€malaran

Perlanian
(lndu3tri
P6llanian,
P€masgran Pe anian

Banyaken (PPK) Pa3ar, P€rtokoan,
Ruko, Pasar HewEn.

Jasa gosial,
€konomi skale
kscamatan

SMU, SMK Pusl(ggras raural
inap

Pusst
psribedatBn skale
kocsmatan I
lotal, ssp€rt
Mssiil, Musholla,
G€reis, PurB.

Perl€ntoran skala
k€camatran

Stadion, Pusal
lnd Bd/Pemssaran
Hasil P€rtsnian
(lndustn Hasr
Pcrlani8n, Pus€l
Pomalaren Ps anian

2 SSWP E
Ngadiluwlh

Ngediluwih (PKLp) Pu3at p€dagangan
skala kocamatEo,
meliputi Pasar,
Pertokoan, Ruko

Polbsnksn,
Pengingpsn
(motal, hotel),
ntotpy
changcL
pagadeisn, iass
p€ngirim8n dan
ja88 umum
lainnya.

SMU, SMK.
Diploma

Pusk6mas Rawal
lneo Rumeh Sakil

Pusat Pertsntor8n
.t|ffiAri6rEh eL.t.

Stedion dan
a..flirm ^l.hra^-

lndusri Guls dai
Pa(enlan 0ndwtr
Halil Portanian,

(PKLp) tip€ C,
RS Bolselin

kgcamatan,
sop€rti irh3jid,
GoBja, PuG.

kocamatrn dan
$vast (ksntor pG
dan glro)

lainny8,.

Mojo (PPK) Pesar, toko, Pasat
agr0.

Jasa Soliel
Ekonornl Skah
K6cematan,
llporli Jass
Koporssi
Sinpan Pinjam,
P€gadaian,
Mlle,
P€noinaoan

Pual.3mas Rgwat
lnap

Pus8t
P€ribadat n
Skrla Ksc€matan
/ Lokal, !€perti
ir$jld, MGholla.
Gerajs.

Kecamatan
Stedion, Wbata
Alsm 8GUki, Air
todun lronggolo

.Pusat
lndusri/Pemasaran

(lndu3tn
Pertanian

Pe.lanian

)
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No sswP
Xlcsmatan
Pondukung

Kobutuhan Pengombangln Fallllta! Pgrkohan

Perdsgang.n Jala Pondldlkan Koaohatan Porlbadatsn PcrtantoEn
RrkrtSSl -

Ol.hrrge E
uyl..tt

lnduttrl dan
Potaml Laln

(Motol,
L6m!n).

Krss ((PP() Peaar, P6rto&oen,
Ruko, Pasar Hcrr/an.

JEs€ Sosaal
Ekonoml Skals
K6cemeten,
soporti J888
Kopo.asi
Sinpan Pinlam,
P.g8dahn,
Panginapan
(Motrl,
Lcmon).

SMU, SMK Puskosmas Rawel
lnap

PusEt
Pcrtbed.tEn
Sk8la Kocemslan
/ Lok8l, rcp€ft
ilasjir, Musholla.
GoEia.

Pcftantoran Skala
Ksc€matan

Stadion Pusal
lndusrvPemaaren

Pertaniai
(lndustri
Pertanian)

Kandat (PPK) Pasar, P€rloko8n,
Ruko, Pas8r Hcwan.

Jase So3iel -

Ekonomi Skale
Kccamatan,
E€poni Ja88
Koperasi
Sinpan Pirlsm,
Pcgsdaian,
Psnginapan
(Motal,
Loamen)

SMU, SMK Puske3mag Rgwat
lnap

Pusat
Poribadrtan
Skala l(ocanatan
/ Lokal, tsp€il
Mesiid, Musholle,
Gor€ia.

Pertsntoran Skal8
Ksc€matan

Stadion Pu38t
lndwd/Poma3aran
Ha3il Pcrtanian
0ndwtri H8sil
Pcrlanlen, lndustri
p€ngolahan)

Ringinrejo (PPK) Pa8ar, P€rtokoan,
Ruko, PasEr Howan.

J8sa Sosisl
Ekonoml Skal€
Kecematan,
sap€rli Jasa
Koporasi
Sinpan Piniam,
Pegadaien,
Penginapan
(Moirl,
Losmon).

SMU, SMK Puskosmas Rawal
lnsp

Pugat
Pcribadatsn
SkSla Kocsrnalen
/ Lokal, sepsd
Mssjid, Musholla,
Gsreja.

P8rkanto.an Skala
Kecamatan

Stadion, Pusat
lndwri/Pams€ran

Pertanian
(lndustri
P€ anlan), lndu3ut
k€cil.mon6ng8h

3 SSYYP C
Watr!
(PKLp)

Walos (PKLp) Pusat pedegsngan
skala kocamatan/lokal,
Eeperti Pasar,
Peiokoan, Ruko, dan
lain-lain.

P€nginapan
(mdel, hot€l),
jas€

P6ngiriman danjas€ umum
lainnys.

SMU, SMK,
Diplorns

Pu3k63mas Rarral
lnap,

PUEEi
ps.ibadaten

Porkantoran
Pom€rintah dEn
8Wa8lA Skala
K6camatan (kantor
pos dan giro)

Pusat hiburan
dan rekrsas

. Pusst
lndusri/Psmassren
Hftil P€.tanlan
(lndustri Hesil
Pc enian), lndu3ti
k6cil

rPu!€t sbtom
sgopoliten dan
ForElfnbangsn
karEgan Doldogeen.

sop$ti M8sj6,
Cioroia, PulE.

- lokal

Ngancar (PPt)) Pasar, Pe(okoan,
Ruko, Pagar Hewan

Jasa Sosisl -

Ekonomi Skals
Kocamatan,
s€p€rti Jas€
Kop6rasi
Sinpen Piniam,
Pogadaian,
Penginapsn
(Motcl.

Puske8mas Rawal
lnap

Puaat
Peribsdetan
Skela Krcarnaten
/ Lotal, soport
Mssild, Musholle,
G€rsi8.

Kecamalan
Stadion, wBeta
alam Gunung
Kelud

. Pusst
lndusri/Pemasaren
Haril Perteniafl
(lndustn Hasil
Pcrtanian, Pusal
Pemararan Pertenhn

Hasil



No SSWP
Kgcamatan
Pcndukung

Xobutuhan Pongoob.ngrn FGllltls Pcrko{.ln

Perdag.ngan Ja!! Pondldlkan Ke3ohatan Pedbedet n PorlrntoEn
Rckrt$l -
Ol.hrlgs e

YYllata

lrduatd den
Potoml Lrln

.G.nen).

4 SSYYP D
Ngalom
(PKwp)

t{gas€m (sabaga
Pusrl Poleyenan
Kabupat8n/PKWp)

Pulat Psrdagengan
Skale Kabupaton,
meliputl Paset
Rogional, Pa8ar
lnduk/Peggr Khwus.
MauDepettrnen St'o'e,
Pusat P€rbelaniaan,
Ruko.

Pusal Jasa
Skals
lGbupat€n,
meliputi B€nk,
HotEl, Sror
R@m, PuEal
lnbmesi, Jass
Notadat, ,rlo.,e)
Chano€t.

Akadrmi
(Sotoleh
Kcjuruan) dsn
Pendirik8n
Tinggi.

Pu3et KosahatEn
Sksh f\abupaton,
m€liputi Rumeh
Sakit Umum kclar
B, Rumah Sakil
Swa3t8 dengan
K6mampuan
Perawaten
Khu3n3.

Puset
Pcrib€detan
Kebupaian,
rrcliputl Masjid,
lslanic Centl€'
GrEj8. Pu.€

PuSst Perkantoran
KEbupalen, rElipuli
Porkantorsn
Psmerintah dan
Snasta.

Pu3at Olahrsg€
dan K€s€nian
Rroionel,
meliputi Sport
CanfE, Godung
Portuniukan
Conwttion
Coate. R6k€83i
Gumul

lndusri Gudang
G818m
lndust i Kocil dan
Il€nongah
PorEudangan Bulog

Gamp€ngr6jo
(PPK)

Paaar, Portokoan,
Ruko,.

Jasa Sosial
Ekonomi Skala
K€camatan,
s€poft Ja8€
Koporasi
Simpan Pinism,
Pogedaian,
Penginapan
(Mot.l,
Loamen).

SMU, SMK Pu3kesmas Rawal
lnap

PuEat
Peribadetan
Sksla KccamatEn
,/ Lokal, Eop€rti
Mariid, Musholla,
GorBia.

Porl€ntoran Skala
Kocamstan

Stadlon, Wiiata
Ai. 8€ndung
Garek

. Pusat
lndusri/Pemasa.an
Hasil Perlanian
(lndustri
Pcrlanbn.

Gursh (PPL) Paaar, Portokoan,
Ruko, Pasar HgwEn

Jsss So3ial -

Ekonomi SkalE
Kecsmatan,
soporti JasE
Kopa€si
Simpan Pinjam,
Pegedaian,
Penginapan
(Motol,
Losmen).

SMU. SMK Pu3k63mas Rawal
lnap

Puset
Paribadetan
Skele Kacarnatan
/ Lokel, srport
Mlsiid, Mu6holla,
Gar€ja, Putr,

P6rkantoran Skala
KacamSlan

Stadion, Obysk
Wileta s€jErah
arca

. Pu3€t
lndusri/Pgmesa18n
Halil Psrtanisn
(lnduEtri Hgsil
Ponanian

.lndustri kecil dan
mgnengah-

Pagu (PPK) Pasar, Pedokoan,
Ruko, Paaar Hsu.an.

Jasa S6ial -

Ekonomi Skals
Kec€matan,
sap€rti Jssa
Koporasi
Simpan Piniam,
PEgadaian,
Pongingpan
(Motcl,
Losron).

SMU, SMK Puskosnas Rev6l
lnep

Pusal
Poribadet8n
Skala Kecamatan
/ Lokal, seperti
M63jiil, Musholla,
caftia.

Perl(8ntoran Skgla
K6camatan

Stsdion, Oby€l
WBst Seiareh
Pelilasan Sri aj
Joyoboyo

.Pulst
lndusri/Pern8ar8n

Pertanian
(lnduBtri
P6rlanian

Hasi

Ploaoklaton (PPK) Pasar, Porlokoan,
Ruko, Pa3ar Hevrsn.

J8!a SGiel
Ekonorni Skal€
Kocamatan,
8€p3di Jas€
Kop6rasi
Simpan Pinjam,
Pogadsieo,
Psnginapan
(Mot6l,
Losnon).

SMU, SMK. Pen-
diriksn Tinggi

Pu8koEnet Raurgl
lnap

Pusat
P6rib8det n
Skale Kacamatan
/ Lokal, sep6rtj
Masiftl, Musholla,
C€r6ia, PUl€

Pgrkantoran Skal€
Kec€matan

Stadion, Oby€t
WEeta Sumber
Ubalan,

. Pusd
lndusrt/Pemasgran
HasilPertanisn

.lndusG Pongolahan
Hssil Pertenisn (BlSl)

5 SSWP E Pare Pusat P€d€ Pusat Jasa Pu8at K$ehatan Pusat Pusat OlahrE lrldusttl Ke.il drr



No SSWP
Xacamat!n
Pondukung

Kobutuhan Pengombqngan FElllta! Porkotaan

PordrgangEn Jaaa Pondldlk.n XGohatan Perlb€datan PeItantoran
RlkI! !l -
Ol.hrqa E

YYlr.t

lndurtd dan
Potonal Laln

Parr (PKL) Pusat
Pangcmbangan
KsbupstEniPKL)

Skals l(qbupaten,
msllputi
Rcgional,
lnduk/Pasar Khusus,
MauDoparfiEn Stro,c,
Pusat Perb€lanjaen,
Ruko.

Skale
Ksbupeton,
m€liputi Bsnk,
Hol6l, Srlor
R@m, Pu3al
lnbm8Ei, Jsss
Notrerist, lronoy
Chanaer.

(Sokolsh
Ksjuruan) dan
Pendk ikan
Tinggi.

Skels Kebupaten,
moliputi Rumah
Sakil Umum k6las
B, Rumah Sekil
Su.est dengan
Komsmpuan
Perarvatan
Khugus.

Pcribadatan
Kebupet€n,
moliputi Masild,
lgamic Cenb?.
Gsroja, PurB.

K.bupatcn, moliput
Pclk8ntor8n
Pomorintsh dan
Swssta.

dan lo!€nian
R€gionsl,
msliputi Spo.l
C€rto, Ci€dung
Peduniukan
conwntion
C€ntE. Wilstg
soierah Candi

ilsnrngah
. Pwat sbt6r
sgropolitsn dan
pong€mbangan
kewegsn pordesaan.

Puncu (PPK) Paser, Perlokoan,
Ruko,.

Jasa Soeitl
Ekonorni Skals
K€cem8tan,
sspsrti Ja38
KopoEsi
Sirnpen Pidam,
P€gadaian,
P6nginapan
(Motcl,
Losrnan).

SMU, SMK Pusk$m8s Rewal
lnap

PUsat
Psribadatan
Sksla K€cematan
/ Lokal, soperti
Masjiir, Musholla,
Gcr€la.

Porkantoran Skala
Kocamatan

Stsdion, PU38t
lndu3ri/Femaeran
Halil P6rlanhrl
(lndu3tri Hasl
Psrtanlen, Pusal
Psmalaran Perlenian,
lMwtri lndudrl Keltas,
lGpur.

Kopung (PPK) Pasar, Pertokoan,
Ruko, Pasar Hewan

Jasa SGiel -

Ekonomi Skeh
Kcc€mgtan,
seperti J838
Kopergsi
Simpan Piniam,
Peosdaien,
Ponginspsn
(Motcl,
Losnen).

SMU, SMK Pu3lGE nas Rawal
lnsp

Pusat
Poribadatan
Skala Kscamatan
/ Lokal, leporti
Mesiu, Musholla,
Cioroia.

Pertantoran Skala
K€camatan

Stadion, Pusat
lndusri/Pomaaaran

Pgdanian
(lndustri
Pertenlan,

Kandangan (PPK) Paaar, Pertd(oan,
Ruko, Pasar Hcwen.

Jasa S6ial .
Ekonomi Skala
Kocamalan.
8sporli Jasa
Kop€rasi
Sinpen Pinlam,
Pegadaian,
Penginapen
(Motel,
Losm6nI-

SMU, SMK Puskosmag R8r.,al
lngp

Pusat
Perib€datan
Skala Kocamatan
/ Lokal, sopodi
MaEjil, Musholla,
Ger6ja.

P6rtantorsn Skala
Kccamatan

Stadion, Pusat
lndusri,/P€.nasaran

Podanian
(lMuEtrl
Po anlan,

Badas (PPK) Palar, Portokoan,
Ruko, PaEar ll!{len.

Jaoe Sosial
Ekonomi Skal€
Krcamatan,
soPoni Jae€
Kopor83i
Snnpan Pinjem,
PegadaiBn,
Ponginapan
(Motcl,
Lmrnen).

SMU, SMK Pugkgsmeg Raurel
lnep

Pu!at
Perlbedatsn
Skals Kscryneten
/ Lokal, srpertr
MaEjir, Muaholle,
C€I€ja.

PerkantorSn Skals
Kscamelan

Stadion, P!sat
lndu!ri/Pomesarsn
HaEil Perlaniai
(lrdustn Hasi
P€rtanian, Kerajinsi
Mobol, Krupuk
Gontang, Baturnorah

6 SSWP F
Papar
(PKLp)

Papar ((PKLp) Pusat pordsOsngan
Skala k€camatan,
mgllputi Perar,
Pertokoan, Ruko,

Porbankan,
ponginapan
(motol, hotel),
motEy

Diplorna
Pu8ko8m8s Rawel
lnap, Rumah Sakil
c.

Pusst
peribadatan skala
kocamatan,
soporti Masjid,

pemerintah
kec€matan

stor

Stadion dan
lasilitas olahrags
lainnya

. Pusat pariwBaia
Malang bagian Baratl

.Pusat indusn
D€nqolahan d8n



No sswP
Kscamrtan
Pondukung

Kabutuhsn Pcnglrnbangan Fssllttat Pcrtotaln

Pordrg6ngan Jaaa Pendldikrn KcSchatan P€dbadatan Pgrlrntoran
Rel'laal -
Olahrrg€ e

wlsrta
lndudrl dan
PoterBl Lsln

Pasar Howan cha,r€er,
Pcgedsisn, ja8i
pongiriman dsnj83a umum
lainnva.

Goreja, Puro. d8n giro) p€masarSn hasl
psrtanlSn;

Kunjsng (PPK) Pa8ar, toko, sontra
Produksi dan
p€megaran hasll
pe enisn di Kunjeng,
Pasar agro.

Jaca SGial -

Ekonomi Sksla
Kecamatan,
sopq l Ja38
Koporasi
Simpan Pinjam,
Peg8daian,
Penginapan
(Motol,
Losmsn).

SMU, SMK Puskesmas Rawal
lnap

Pus€l
Poribsdalsn
Skala Kocamstan
/ Lokal, ssporti
Mssjid, Musholla,
G6r6,a.

Pofientoran Skrl8
l(rcamaten

Stadion. . Pusst
lndusri/Prna3eren
HeEil Ps anier
(lndustri Hasi
Psnanian, Pus8l
P6mesaran Pertanian

Purwossn (PPK) Pa3ar, toko. s€nt 8
prcduk8i dan
P€masaran hasil
p€rtanian di PuNYossri.
Pasar agro.

Jsse S6ial -

Ekonomi Skal€
K€camatan.
scpcrti Jasa
Koporasi
Sinpan Pinjam,
Pegadaian,
P6nginapsn
(Motel,
Losm€n).

SMU, SMK Pusk€smaa Rawal
lnap

Pusat
P6ribadatan
Skala Kocamstan
/ Lokal, ssp€ff
Masjid, Musholla,
G€raja.

Perkantoran Skals
Kecamatan

Siadion, . Pusat
lndwri/Pemasaran
Hasil Perlanien
(lr6ustri Hasi
Pe(anisn, Pusal
Pomasaran Pertaoian

Pl€mahan (PPK) Palar, toko, 3€ntre
produksi d8n
pemesaran hasil
pcrtanisn di Pl€mehan,
Pelar aoro.

Jass Sosial
Ekonomi Skala
Kgcametan,
sopedi Jass
Kop6ragi
Simpan Pinjam,
Pegadaian,
Psnginapan
(Motel,
Lo$nen).

SMU, SMK Pu3ko3fli83 Rewal
lnap

PusA
P€ribadatan
Skala Kecamsian
/ Lokel, s€p€rt
Masjid, Murholla,
C€rEj8

Pe antoran Sksls
Kec€matan

Stadion, .Pusd
lnduari/Pdrasarsn
Hasil Pertaniar
(lndustri Hasi
Prrlanian. Pu98l
Pcmesaran Pgdanhn

7 SSWP G
Soman
(PKLp)

Ssm€n (PKLp) Pessr, Penokoan,
Ruko, Hotol, R6ort

Ja!€ sGial,
okonomi lkala
kacamatsn

SMU, SMK Pu8kgamas rewal
inap

Pusat
peribsdaten ekal8
kecamstan I
lokal, soporu
Mesjid, Musholla,
Cioraja.

Pgrkanioran skala
kscamatan

Stedion, colEis
Puh S6rang, Air
Terjun Podang
dan wisat8
buatsn

Pusat
lndusri/Psmasaren
Haall Pcrlenian
(lndustri Hasil
Psrlenian. Pusat
Pcmaaaran Portanian

('

Sallnan 36ud dangsn .allnya
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I.ATPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOIOR : 1'[ TAHU]I 2011
T NGGAL : 25 - 11- 2011

WLAYAH PELAYANAN PRASARANA PENGAIRAN

A. STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI WEUUENANG DAN TANGGUNG JAWAB PETERINTAH

KABUPATEN

No
Provi nsllKabu patenlKota

Nama Daerah lrigasl
Utuh

Kabupatenl
Kota (Ha)

Keterangan

1 D.l Ampomangiran lll 240,0

2 D.l Ampomangiran lV 530,0

3 D.l Ampomangiran V 137,0

4 D.l Ampomanqiran Vl 450,0

5 D.l Ampomanqiran Vll 123,0

6 D.l Babaan 219,0

D.I BADAS 4y'.5,0

I D.l Bago 208,0
o D.l Bakung 363,0

10 D.l Bangkok 307,0

11 D.l Baran 53,0
12 D.l Bendokrosok 563,0
13 D.l Bendomongal 933,0
'|.4 D.! Bloran 51.0

15 D.l Bogem 93,0

16 D.! Bolowono 296,0
17 D.l Bruni 41,0
18 D.! Bruno 953,0
19 D.l Bulupasar 131,0
20 D.l Bungkul 1M,0
21 D.l Catut 103,0
22 D.l Cendono 149,0

23 D.l Cerme 186,0

24 D.l Cumolek 58,0
25 D.! Dawuhan 68,0
26 D.l Dempok 133.0

27 D.l Dungus 598,0
28 D.l Galuhan 387,0

29 D.l Glatik 110.0

30 D.l Grogol 365,0

31 D.l Guwo 127,0
32 D.l Jabalan 89,0
33 D.l Jagung 97,0



11

u D.l Jalas 60,0

35 D.l Jantok 230,0

36 D.l Jarak 52,0

37 D.l Jokocluntang 55,0

38 D.l Jr. Panianq 151,0

39 D.l lGiar 286,0

4A D.l Kaiar 58,0

41 D.l Kalasan ll 60,0

42 D.l Kandanoan 137,0

43 D.I KANTO PAIT TENGAH 205,0

4 D.I KANTO SBY ATAS/DAMARWUI.AN 156,0

45 D.l Karanqanvar 174,0

46 D.I KEDAK 856,0

47 D.l Kedak 682,0

48 D.l Kelins 222,0

49 D.I KEMPLENG %.0
50 D.l Kemoleno 94,0

51 D.l Kendal 509,0

52 D.I KOI.AKOSO 358,0

53 D.l Kolokoso 358,0

54 D.l Konto ll 474,0

55 D.l Konto Pait Atas 520,0

56 D.l Kooen 85,0

57 D.l Krandano 295,0

58 D.l Krebet 150,0

5g D.l Kresek Atas 852,0

60 D.l Kresek Bawah 313,0

61 D.l Kromasan 387,0

62 D.l Kunir 82,0

63 D.! Mantren 966,0

64 D.l Munengan 14,0
65 D.l Nambaan 128,0

66 D.l Nepen K 72,0

67 D.l Noasem 57,0

68 D.l Nqelo 76,0

69 D.l Nqino 281.0

70 D.l Nqlumpanq 189.0

7'.l D.t oRo oRo oMBo 153.0

72 D.l Pakisaii 60,0

73 D. Pandan 95,0

74 D. Pandansari 561.0

75 D Paron 152,A

76 D Petung 702,Q



77 D.I PILANG 132,0

78 D.l Poponsan 2U,O

79 D.l Pucanqanom 62,0

80 D.l Ringinrejo 369,0

81 D.l Sambireio 156,0

82 D.I SBR BENDO 62,0

83 D.I SBR BRANGGAHAN 170,0

u D.I SBR CUMOLEK 62,0

85 D.I SBR GLODOK 117,0

86 D.I SBR JEMEKAN 51,0

87 D.I SBR KALIDOYO 152.0

88 D.I SBR MEJONO BANGI 65,0

89 D.I SBR NGADIOYO 72,0

90 D.I SBR NGTA^JU 55,0

91 D.I SBR PAKU 53,0

92 D.I SBR PAWON 105,0

93 D.I SBR PULE 103,0

94 D.I SBR PULOSARI 483,0

95 D.I SBR SAMBONG 69,0

96 D.I SBR SENDANG 125,0

97 D.l Sbr. Asunq 69,0

98 D.l Sbr. Asunq I 168,0

99 D.l Sbr. Ampomangiran 59,0

100 D.l Sbr. Badut 68,0

101 D.l Sbr. Bagendo 141,0

102 D.l Sbr. Baye 64,0
103 D.l Sbr. Bedok 56,0
1U D.] Sbr. Besuk 61,0
105 D.l Sbr. Blimbing 52,O

106 D.l Sbr. Boto 51,0
107 D.l Sbr. Bringin 432,0

108 D.l Sbr. Bringin 178.0

109 D.I SBR. BRINGIN 432,0
110 Sbr. Buntung 140,0

111 D.l Sbr. Centong 147,0
112 D.l Sbr. Dasun 75.0
113 D.l Sbr. Dliopo 201.0
114 D.l Sbr. Gadungan 51,0
115 D.l Sbr. Gambi 94,0

116 D.l Sbr. Genuk 110,0
117 D.l Sbr. Golek 179,0
118 D.l Sbr. GundiB 53,0
119 D.l Sbr. Jeruk 51,0



120 D.l Sbr. Jeti 71,0

121 D.l Sbr. Kalirons 152,0

122 D.l Sbr. Kaliuni 111.0

123 D.l Sbr. Kalong 67,0

124 D.l Sbr. Kapu lor 95.0

125 D.l Sbr. Karanqtalun 367,0

126 D.l Sbr. Kavunan 53,0

127 D.I SBR. KETANGI 287,0

128 D.l Sbr. Klanderan 287,0

129 D.l Sbr. Kunden 146,0

130 D.l Sbr. Ledonq 14ti,0

131 D.] Sbr. Munenqan 65,0

132 D.l Sbr. Nepen 278,0

133 D.l Sbr. Nglaiu 278,0

1U D.l Sbr. Noletih 81,0

135 D.l Sbr. Nquiem 55,0

136 D.l Sbr. Pancur 53,0

137 D.! Sbr. Pendem 112,0

138 D.l Sbr. Rampalgading 102.0

139 D.l Sbr. Rau 483,0

140 D.l Sbr. Rayut 97,0

141 D.l Sbr. Recoputri 98,0

142 D.! Sbr. Sedaket 74.0

143 D.l Sbr. Sedanq 103.0

144 D.l Sbr. Sedayu 475,0

145 D.l Sbr. Sembunq 69,0

146 D.l Sbr. Sendano 125,0

147 D.l Sbr. Slumbung 169,0

'148 D.l Sbr. Songo 220,0

149 D.l Sbr, Sumantoro 59,0

150 D.l Sbr. Sumurup 413,0

151 D.l Sbr. Talibroto 99.0

152 D.l Sbr. Tapan 74.0

153 D.l Sbr. Towo 66,0
'til D.l Sbr. Towo 54,0

155 D.l Sbr. Truneng 62,0

156 D.l Sbr. Tunqge 54.0

157 D.l Segaran 753,0

158 D.l Selodono 741,0

159 D.l Selosari 63,0

160 D.l Sembuno 194,0

161 D.l Sempu 93,0

162 D.l Sidomulyo 96.0



163 D Sidowuh 394,0

1il D Sobo 104,0

165 D. Sukomoro 148,0

166 D Sumbereio I 97,0

167 D. Sumbereio !ll 55,0

168 D. Surat 207,O

169 D. Suwaluh 51,0

170 o. Tawano 299.0

171 D.l Tawanqsari 174.0

172 D.l Ts. Reio '117.0

173 D.l Toyoaning 231,0

174 D.l Wonocatur 99,0

175 D.l Wonosari 149,0

176 D.l Ampomangiran I 31,0

177 D.l Ampomangiran !l 27,0

178 D.! Balongmanyar 20,0

179 D.l Bangkok 38,0

1E0 D.l Bapang 43,0

181 D.l Besuk 40,0

182 D.l Botoputih 12,0

183 D.l Brenoqolo 50,0

1U D.l Cangkring 46,0

185 D.l Cukir 11,0

186 D.l Darungan I 32,0

187 D.! Darungan ll 17.0

188 D.l Darunoan lll 30,0

189 D.l Gendoo 30,0

190 D Jambean 17,0

191 D Jegles 15,0

192 D Kalasan I 11,0

193 D. Kalasan lll 14,0

194 D KaliBansi 26,0

195 D. Kalina I 3,0

196 D Kalina ll 4,0

197 D Kalina lll 4,0

198 D Kalipang I 14.0

199 D. Kalipanq ll 1,0

200 D Kalipans lll 6,0

201 D Kalipanq lV 23,0

202 D. Karanganyar/pb 50
203 D.l lGyunsan I 24,0

204 D.l Kayunoan ll 41.0

205 D.l Ktitih 30,0



206 D.t Klitih 30,0

207 D.l Koranq 24,0

208 D.l Krecek 43,0

209 D.l Lemunq/sepudak 5,0

2',10 D.l Mipitan I 16,0

211 D.l Mlpitan ll 15,0

212 D.l Nqemplak 33,0

2',t3 D.l Nqincenqan I 3,0

214 D.l Nqincenqan ll 4,0

215 D.l Nqincenqan lll 2,0

216 D.l Nqincenqan lV 3,0

217 D Panier 36,0

2',t8 D Parereio I 40,0

219 D Parereio ll 4,0

220 D Parereio lll 7.4

221 D Ploso I 1 1.0

222 D Ploso ll 26,0

223 o. Ploso lll 23,O

224 D. Pucuno 13.0

225 D Saqi 47.0

226 D. Sbr. Adan-adan 28,0

227 D.l Sbr. Aounq 29,0

228 D.l Sbr. Aqunq 23,0

229 D.l Sbr. Aqunq 32,0

230 D.l Sbr. Aquns 20,0

231 D.l Sbr. Aqunq ll 9,0

232 D Sbr. Badut 20,0

233 D Sbr. Badut 35,0

2U D. Sbr. Banaran 35,0

235 D Sbr. Baoano 23,O

236 D Sbr. Baye 4,O
237 D Sbr. Beii 6,0

238 D. Sbr. Beluno I 40,0

239 D Sbr. Belunq ll 20,0

240 D Sbr. Bendo 39,0

241 D Sbr. Bendo 33,0

242 D Sbr. Bendo 41.0

243 D Sbr. Bendo 32.O

24 D Sbr. Beru 3,0

245 D Sbr. Blimbing 49,0

246 D Sbr. Blorono 11.0

247 D.l Sbr. Branggahan I 6,0

248 D.t Sbr. Brangqahan I 4,0



/)\

249 D.l Sbr. Branggahan ll 24,0

250 D.l Sbr. Bulureio 12.0

251 D.l Sbr. Buntung 22,0

252 D.l Sbr. Buntunq 28,0

2s3 D.l Sbr. Buntung 27,0

2U D.l Sbr. Buntung 16,0

255 D.l Sbr. Cansou 31.0

256 D.l Sbr. Canskrinq 16,0

257 D.l Sbr. Canqkring 13,0

258 D.l Sbr. Celens 31,0

259 D.l Sbr. Gempoko 1,0

260 D.] Sbr. Cluntanq 10.0

261 D.] Sbr. Curah 16.0

262 D.l Sbr. Dadap 21,0

263 D.l Sbr. Deveno 26,0

2il D.l Sbr. Donqanti 16.0

265 D. Sbr. Emprak 9,0

266 D Sbr. Gadinq 32,0

267 D Sbr. Gadunoan 46,0

268 D Sbr. Gayam 34,0

269 D Sbr. Gentong 15,0

270 D.l Sbr. Getuk 21.4

271 D.l Sbr. Getuk 9,0

272 D.! Sbr. Gintunoan 19,0

273 D.l Sbr. Glodok 43,0

274 D Sbr. Golek 11.0

275 D. Sbr. Gondanq 1.0

276 D Sbr. GundiA 29,4

277 D Sbr. lnsin 21,4

278 D Sbr. Jagul 12.0

279 D Sbr. Jaoul 5,0

280 D Sbr. Jambangan 4,0
281 D.l Sbr. Jatislorok 37,0

282 D.l Sbr. Jeli 37,0

283 D.l Sbr. Jeli 5,0

2U D.l Sbr. Jemekan 36,0

285 D.l Sbr. Jlundans 5,0

286 D.l Sbr. Kaiar 21,0

287 D.l Sbr. Kaiar 10,0

288 D.l Sbr. Kaliboto 7,0

289 D.l Sbr. Kaliboto 21,0

290 D.l Sbr. Kalidoyo 7,0

291 D.l Sbr. Kalono 8,0

a
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292 D.l Sbr. lGpu Kidul 8,0

293 D.l Sbr. KaYunan 18,0

294 D.l Sbr. Kedungmerang 48,0

295 D.l Sbr. Kedungmerang 18,0

296 D.l Sbr. Kedungtalang 1,0

297 D.l Sbr. Kedungtalang 46,0

298 D.l Sbr. Kemuning 48,0

299 D.l Sbr. Kemuning 1,0

300 D.l Sbr. Kentung I 14,0

301 D. Sbr. Kentunq l! 24,0

302 D. Sbr. Kentungan 19,0

303 D. Sbr. Klabanq 33,0

304 D. Sbr. Klabanq 48,0

305 D. Sbr. Klanderan 31,0

306 D. Sbr. Klaten 22,0

307 D. Sbr. Klaten 33,0

308 D Sbr. Klumorit 1,0

309 D. Sbr. Klumprit 31,0

310 o Sbr. Kolak 22,0

311 D Sbr. Kowaluhan 25,0

312 D. Sbr. Kronconq 6,0

313 D Sbr. Kronconq 1,0

314 D. Sbr. Kuwaluhan 6,0

315 D. Sbr. Ledonq 1,0

316 D. Sbr. Lemahamblek 45,0

3',|7 D.l Sbr. Lemahamblek 25,0

318 D.l Sbr. Lotes 8,0

31S D.l Sbr. Lotes 1,0

324 D.l Sbr. Lumendrik 25,0

32',|' D.l Sbr. Lumendrik 45,0

322 D.l Sbr. Meiono Banqi 1.0

323 D.l Sbr. Mundu 25,0

324 D.l Sbr. Nqadilovo 50,0

325 D.l Sbr. Nsletih 1,0

326 D.l Sbr. Nonsko 31,0

327 D.l Sbr. Nonsko 1,0

328 D.! Sbr. Pakel 1,0

329 D.l Sbr. Pakel 9,0

330 D.l Sbr. Pakel 3,0

331 D.l Sbr. Pakem 38.0

332 D.l Sbr. Pakem 1,0

333 D.l Sbr. Palem 13.0

334 D.l Sbr. Palem 1.0
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335 D.l Sbr. Palihan 47.0

336 D.l Sbr. Pancur 33,0

337 D.l Sbr. Pandean 16,0

338 D.l Sbr. Pandean 1,0

339 D.l Sbr. Parano 1,0

340 D.l Sbr. Parano 33,0

u1 D.l Sbr. Patihan 16,0

u2 D.l Sbr. Pawon 1,0

343 D.l Sbr. Pelem 47,0

u4 D.l Sbr. Pendem 90
345 D.l Sbr. Petung 13.0

346 D.l Sbr. Petungsewu 6,0

u7 D.l Sbr. Petungsewu 90
348 D.l Sbr. Plumpunqan 28,0

349 D.l Sbr. Prinq 30,0

350 D.l Sbr. Prinq 6,0

351 D.l Sbr. Pule 22,0

352 D.l Sbr. Pulosari 30,0

353 D.l Sbr. Rayul 10,0

354 D.l Sbr. Rayut 47,0

355 D.l Sbr. Reco 47.0

3s6 D.l Sbr. Recoputri 25,0

357 D.l Sbr. Reiosari 18,0

358 D.l Sbr. Reiosari 36,0

359 D.l Sbr. Rinqin 18,0

360 D.l Sbr. Sambono 16,0

361 D.l Sbr. Sekolak 28,0

362 D.l Sbr. Sekunq 7.0

363 D.l Sbr. Seloateo 2.O

364 D.! Sbr. Semovo 4,0

365 D.l Sbr. Siluman 4,0

366 D.l Sbr. Sirah 4.0

367 D.l Sbr. Sirahoolo 22,0

368 D.l Sbr. Soko 16,0

369 D.l Sbr. Soko 3,0

370 D.l Sbr. Soko 26,0

371 D.! Sbr. Soko 22.0

372 D.l Sbr. Soko 19.0

373 D.l Sbr. Soko 5,0

374 D.l Sbr. Sraqi 8,0

375 D.l Sbr. Sraten 7.O

376 D.l Sbr. Sumbereio 28,O

377 D.l Sbr. Sumur 6,0



378 D.l Sbr. Supiturang 34,0

379 D.l Sbr. Supiturang 29,0

380 D.l Sbr. Teduh 7,0

381 D.l Sbr. Tlogowono 26,0

382 D.l Sbr. Trate 20,0

383 D.l Sbr. Ubalan 5,0

3U D.! Sbr. Ubalan 4,0

385 D.l Sbr. Umbul 10,0

386 D.l Sbr. Unskal 36,0

387 D.l Sbr. Untung 42,0

388 D.l Sbr. Untung 34,0

389 D.l Sbr. Urung-urung 22,0

390 D.l Sbr. Weru 19,0

391 D.l Sbr. Weru 17,0

392 D.l Sumber 29,0

393 D.l Sumbereio ll 39,0

394 D.l Sumberinqin 1.0

395 D.l Tambakreio 21,O

396 D.l Tangsulangin 30.0

397 D.l Tawanqreio 11.0

398 D.l Turus 17.0

399 D.l Wuni 46,0

A



B. TENURUT DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN KEDIRI

No. Sungai
Darah
Iriqasl

K€camabn
ranq dilalui

hniang
(0,00 km)

Det*t Air (( ,000 M3/d
Max Min

I
2
3
4
5
6
7
I
9

10

11

L2
13
14
15
16
17
18
l9
m
2t
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
v
35
36
37
38
39
,o
4L
42
43
4
45s
47
,t8

49

Bakung
l(olok@
tbrdisingat
BendomongEl
Bendrcsok
Kedak
&uno
Surat
&uni
Pandansari
Catrt
Toloaning
Dermo
Manten
Sumberi /aEs
Sukorcio
Kalasao
Kresek
Tavrang
SegEran
Sempu
Lanang
Selodono
hrng
Temas
Gedog
Serinilng
Keling
lonb U
Batan
tulo6ari
t{glno
Ampomangiran
Bringin
Ketangi
Kunden
mng
Bangi
l,lepen
Konto Pait
Sembung
tvleionobangi
Kajar
Sedaw
Bening
Kuwang i)
lGnto Surabfa
Konto l(edirl *)
AfiEbuk

Batung
Koloko6o
tbrdisingat
Bendomon96l
BendokJo6ok
l(edak
&uno
Surat
Bruni
Pandansari
Cahn
Toyoaning
Deflno
t/|antsen
l,hnu€r|
Sukorejo
lGlasan
Kresek
Tavvang
SegEran
Sanpu
Lanang
Sdodono
Fetun9
Tems
Gedog
SerinjirE
Keling
Konb tr
Eabn
RJlcari
I'lglno
Ampomangiran
Bdngin
KEbngl
lOnden
Centong
Bangi
Nepen
lGnb Pait
Sernhrng
MeFnobangi
Kajar
Sedaw
B€ning
Lemurung
Konto Surabaya
lonto u, siman
Afrwturk

Tarokan
Tarokan
Taokan, Grogol
Ban!6kan
Banyakan
Sff€n, Mojor6
S€rEn, Moiorcto
l',lojo
[1ojo
I'bjo
[lojo, KararBrejo
funqJ, hpar
Pare, hpar
Pagu
Gampengrejo
PlosoldaEn
H@ldaEn, Gampengrejo
Watss, Kob, Gampengrejo
Ngancar, WaE, Kcb
N9ncar, WaEs, Kandat, ltgadlluwlh
NgEncar, Wates, Kandat, i,lgadlluwih
RinginreF, ilgadiluwih
Ringlnreir, tlgEdiluwih
Ringinrei)
Kras
Kras
Kepung, Pare, Pagu, Papar
KeBtng, tunuoasi, Kunjang
lGtrlng
lGpng, Pare, Pagu. Kunjang
hr€
Bernahan, funiroGrl
Pare, Plonahan
hre, Plemahan
Pare
hre
Pare, Hsnahan
AJr$Joasri
Pare
lGndangan
lGndangan
Pare, Plernahan, hrnYoasri
Kras
lGtrJn9
hre
Kandangan
lGn@ngEn
lcprng
Kunlano, Rrru,oagl

lt.m
15.15
21.80
24.85
20.10
22.40
25.90
15.65
18.60
18.30
14.00
33.65
23.50
9.00
4.m

30.00
25.00
27.65
21.25
22.fi
24.20
t7.@
27.@
23.90
38.(x)
u.50
23.(x)
11.00
10.00
20.@
9.@
5.10

r5.90
8.m
7.m
3.50

13.00
10.00
6.(x)
1.79
6.00
4.(n

1.1.00

15.00
13.70
5.00
5.@

25.m
7.fi

52.42
50.147
7.y0
8.045

23.29s
41.290
34.156
28.495
38.,r88
47.7',X

1.658
1.980

18.7218

3.383
2.752
1.ruo
2.722
3.314
1.044
2.113
2.447

15.419
1.199
2.322
2.W
0.075

71.o40
1.661
2.442

47.67
2.217
6.428
3.190
0.769
0.365
0.287
0.305
0.875
o.97

17.250
4.150
0.455
0.255
2.6v
2.750
2.050

15.250

2.7@
0.038
0.196
0.715
0.296
0.101
0.619
0.L22
0.071
0.029
0.0,r0
0.@4
0.G,r
0.045
0.058
0.019
0.m1
0.v97
0.041
0.0r0
o.rT

0.003
0.007
0.001
0.020
0.008
0.020
0.016
0.007
0.009
0.003
0.m3
0.031
0.033
0.021
0.015
0.059
0.204
0.m3
0.m7
0.086
0.035
0.032
0.051
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PERKOTAAN DAN



LANJUTAN LUASAN PERMUKMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

No. KECAIIIATAil/DESA KI.ASIFIKASI IUAS (Ha) PElIDT'DT'K

3 KEC. TIGADILUWI}I
1 PURWOKERTO Kffi 3L2,0 6.355
2 NGADILUWIH Kota 302,0 5.567

3 BRAN@AHAN Kota 385,0 5.349
4 REMBANG KoE 256,0 4.987
5 REMBANGKEPUH Kda 2s8,0 3.s40

,U}ILAH 1.513,0 25.798
5 rALES Desa 4/.2,0 9.019
7 DUKUH Desa 486,0 7.569
8 BANJARE]O Desa 300,0 4.t43
9 WONOREIO Desa 158,0 3.298
10 i4ANGUNRE'O Desa 22L,0 3.257
11 SEKEN Desa 174,0 3.2t2
L2 BANGGLE Desa 169,0 3.196
13 BEDUG Desa 247.0 3.179
t4 SLUMzuNG Desa 158,0 2.390
15 BADAL Desa 180,0 2.152
16 BADAIPANDEAN Desa 137,0 2.@7

,U}ILAH 2.672,O 43.512
4 KEc. KRAS
1 BANJARANYAR Kda 374,t 4.808
2 KRAS Kda 245,2 4.28L
3 PURWODADI Kda 2r4,4 4.L7t
4 NYAWANGAN Kda t73,0 2.878

JUlrlllH 1.045, 16.138
5 ,ABANG Desa 327,t, 3.941
6 ]AMBEAN Desa 241,0 3.851
7 BENMSARI Desa 2@,2 3.787
8 IGMNGTALUN Desa Y7,0 3.491
9 MOJOSARI Desa 296,0 3.327
10 BTJTUH Desa zfi,2 3.274
11 PEI.AS Desa 288,,2 3.259
t2 I(ANI@RO Desa 3L4,4 3.101
13 SETONOREIO Desa 245,0 2.903
t4 KRANDANG Desa 503,2 4.L47
15 RE'OMULYO Desa 220,0 2.550
16 BLEBER Desa 113,0 1.413

IUlIILAH 3.4y,4 39.1{4



LANJUTAN LUASAN PERiIUKIi'AN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

ilo. KECAI,IATAI{/DESA KI.ASIFII(ASI LUAS (]la) PEl{DUDUK

5 KEC. RII{GI]{REN)
1 SELODONO KG 4@.7 6.031
2 SAMBI Kffi 223,0 3.907
3 SRIKATON KG 243,1 3.428
4 SUSUHBANGO Kffi 222,0 3.103
5 RINGINREJO Kota 306,0 4.305
6 NAMBAAN Kda 212,0 2.37s

JUrlLAH 1.674,8 23.149
7 BATUA]I Desa 532,0 4.22t
8 ]EMEIGN Desa 519,3 5.451
9 DEYENG Desa 558,0 5.247
10 DAWTJNG Desa 494,0 4.306
11 PURWODADI Desa 463,0 4.23t

IUItILAH 2.566,3 2r.456
6 KEC KA]IDAT
1 IECaALAN Kota 4()9,8 3.535
2 PURWORE'O Kda 3L6,7 3.327
3 KANDAT Kda 650,3 5.4@
4 CENDONO Kda 403,0 3.929
5 UNGINSARI Kffi 2fi,6 3.235

IUHLAH 2.0364 t9.44
6 PULE Desa 400,0 4.87
7 KARANGRE]O Desa 519,5 4.531
8 NGRECO Desa 3fi,7 3.908
9 BI.ABAK Desa 445,6 5.981
10 SUMBER]O Desa 562,2 5.614
11 SELOSARI Desa 515,4 4.119
t2 NGLETIH Desa 384,6 3.072

TUIIILAH 3.164,1 tL.322



LANJUTAN LUASAN PERMUKIiIAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN OI KABUPATEN KEDIRI

Irb, rccar.rATArvD6A IO.ASE(ASI IIAS (llE) PaDIDI.I(
7 IGC WATE'
7 TAWAiIG loE 499,9 9.736
2 wot'loREo l6ta 506,0 4-747

3 JAJAR Kota 192,2 3.150
4 WATES Kota 77t,O 2.959

,lrrltlH 1.369,1 m.592
5 PAG.J Esa s38,9 4.951
6 SIMMULYO Desa 432,0 4.929
7 DUWET Desa 784,2 7.074
8 POJOK Desa 741.O 4.491
9 JOHO Desa 415,6 4.2r0
10 TEMPURE'O Desa 935,0 4.062
11 JANTI Desa 268,0 3.712
72 PLAOSAN Esa 311,0 3.517
13 SUMBER,AO..,iIG Desa ffi,7 6.,165

L4 GADIJiIC.AN Desa 359,3 3.066
15 TUiIGE Desa 4@,0 5.475
16 SILIR Esa 183,9 2.574
t7 SEGAMN Desa 292,O 1.819

18 KA&AIIGAI,IYAR Desa 166,0 1.715

JI.I{I,A H 5.2a9,6 54.o74
8 IGC. TBTGAR
7 iIGA]€AR Kota 2O3,9 3.021
2 JAqJL Kota 288,0 2.445
3 PANDANTOYO Kota 597,4 4.344
4 MARCOURIP Kota 727,3 4.797
5 MAI'IGGIS Kota 509,s 4.W4

,TIIIH 2,126,5 l8.o72
6 BABADAN Desa 199,3 3.216
7 BEDAU Desa 7O1,8 6.099
I ST.GITWARAS Esa 320,2 2.%7
9 SEMru Desa 749,7 2.525
10 KUN'AIiG Desa s80,5 5.029

,ttfl-AH 1.95r,5 19.456



LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

ilo. KECAIIIATAT{/DESA IGASIFIKAST IUAS (Ha) PETIDUDUK

9 KEC. PLOSOKL,ATEN
1 PLOSOLOR Kob 294,7 3.325
2 PLOSOKIDUL Kota 594,5 2.774
3 BRENCiGOLO lGta 328,7 5.225

JUItILAH L.217,9 11.324
4 PUNJUL Desa 614,0 5.912
5 SEPAVVON Desa 160,6 s.883
6 PRANGGANG Desa 705,0 7.703
7 I(AWEDUSAN Desa 3oo,o 4.719
I TRISULO Desa 878,2 3.694
9 ]ARAK Desa 530,1 6.840
10 KAYUNAN Desa 2Y,3 2.978
11 SUMBEMGUNG Desa 1.110,0 6.066
L2 GONDANG Desa 276,6 2.528
13 KTANDERAN Desa L95,7 2.35L
t4 PAN'ER Desa L03,4 1.218
15 DONGAI,ITI Desa 48,2 6s0

JUlrlLAH s.lso1 50.542
10 KEC. GURAH
1 WONOJOYO Kota 388,4 7.LzL
2 SUKORE]O Kota LgB,2 3.5L2
3 GURAH l(ota 82,1 4.347
4 SUMBERCANGKRING Kota 298,L 3.367
5 GEMPOI.AN Kffi 239,9 2.929
6 KERKEP Kota 72,7 1.388

,Ultll,AH 1.280,4 22.9U
7 NRU KIDUL Desa 3L3,7 4.023
8 ADAN.ADAN Desa 388,3 3.880
9 TIRU LOR Desa 562,2 4.544
10 BESUK Desa 294,2 4.t75
11 BOGEM Desa 2n,2 3.236
L2 BANGKOK Desa 407,3 5.116
13 ruRUS Desa L32,L 2.69
L4 BANYUAI.IYAR Desa L63,2 2.580
15 BUMBING Desa 2%,1 2.425
16 TAMBAKRE]O Desa 202,8 2.259
L7 GABRU Desa %,7 L.8++

18 NGASEM Desa 138,4 L.778
19 NGLUMBANG Desa 139,0 1.597
20 GAYAM Desa 47,3 4.153
2t KRANGGAN Desa 50,0 1.205

,UIII.AH 3.8{11,5 45.M
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LANJUTAN LUASAN PERMUKITAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

l{o. KECAITIATAil/DESA KI.ASTFII(AS|I LUAS (Ha) PET{DUDUK

11 KEC. PUNCU
1 PUNClJ Kota L.t7t.0 7.475
2 ASMOROBANGUN Kota 7y,t 7.086

JU}ILA}I 1.905,1 14.561
3 GADUNGAN Desa 829,9 14.653
4 MANCGIS Desa 393,1 5.984
5 WONORE'O Desa 405,0 5.181
6 SIDOMULYO Desa 339,1 4.502
7 SATAK Desa 1.319,0 3.LzL
I WATUGEDE Desa 3s3,0 2.697

,UilLAH 3.Glgr1 36.148
L2 KEC. KEPUITG
1 KEPUNG Kob 1.3L2,3 13.s86
2 KRENCENG Kota 590,8 8.623
3 SIMAN Kob 5L7,6 6.6t7

JUilLAH 2.42O,7 28.826
4 KAMPUNGBARU Desa 78B,2 7.9L6
5 BESOWO Desa 606,2 6.806
6 DAMARWULAN Desa 618,9 8.541
7 KEUNG Desa 620,4 6.048
8 KEN@NG Desa 397,4 6.015
9 BRUMzuNG Desa 404,4 5.055
10 KEBONRE'O Desa 446,r 3.7t4

JUlrll-AH 3.942,6 ,14.095

13 KEC. TAilDAl{GAlI
1 KANDANGAN Kota 458,9 10.315
2 KI.AMPISAN Kob 438,9 6.1€

,U}ILAH 8978 16.463
3 KARANGTENGAH Desa 787,9 5.t{1
4 MI.ANCU Desa 819,7 4.931
5 BANARAN Desa 226,9 3.5L2
6 MEDOWO Desa 473,0 3.112
7 KASREMAN Desa 2L9,7 2.673
I IERUKGULUNG Desa 230,0 2.L44
9 ,ERUKWANGI Desa 136,3 2.L4L
10 KEMIRI Desa 190,8 1.680
11 BTJKUR Desa 113,3 1.020
t2 ,LUMBANG Desa 72,0 v2

JUiILAH 3.269,6 27.@6



LANJUTAN LUASAN PERTIUKITAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

Ilo. KECAIIATAil/DESA I(1ASIFIKASI LUAS (Ha) PEIIDUDUK

t4 KEC. PAR.E

1 KEL. PARE K@ 225,3 20.038
2 ruLUNGRE'O Kota 591,7 L4.25L

3 GEDANGSEWU Kota W4,7 11.530

4 TERTEK Kota 394,4 9.651
5 PELEM Kota 426,2 6.908
6 SAMBIRE]O Kota 491,3 5.379

7 BENDO Kota 289,3 4.674
8 DARUNGAN Kota 40L,4 4374
9
10

SUMBERBENDO

SIDOREIO

Kota
Kota

411,8
651.0

3.765
4.2n

JUItILAH 4.717,t 84.804
15 KEC. BADAS
1 CANGGU Kota 560,0 9.215
2 ruNGLUR Kota 5t1,7 7.290
3 BADAS Kota 654.,9 6.332
4 SEKOTO Kota 419,5 5.486

5 BRINGIN Kota 286,6 4.586
6 LAMONG Kota t7L,6 3.s34

JUlrllAH 2.M,3 36.443
7 KRECEK Desa 78L,6 8.805

8 BI.ARU Desa u4L,2 6.t42
JUiILA}I 1.32218 L4.947

16 KEG TU]I,AIIG
1 KAPI Kota 4t1,7 3.052
2 KUN]ANG Kota 2L3,t 3.756
3 KLEPEK Kffi 182,9 2.255
4 KAPAS Kota 203,3 2.138

,uHlAH 1.011,0 11.201
5 ]UWET Desa 240,3 3.153

5 TENGGERLOR Desa 244,2 3.192
7 PAKIS Desa 158,0 2.637
8 PARELOR Desa 16t,4 2.48
9 KUWIK Desa w,9 4.@2
10 DUNGUS Desa 411,0 3.576
11 BALONG]ERUK Desa 251,9 2.1o2
L2 WONORE'O Desa t22,0 r.290

,UllL,,All 1.949,7 22.5,30



,-^

LANJUTAN LUASAN PERMUKIiIAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

llo. KEGAITIATAII/DESA TLASIFII(ASI LUAS (Ha) PElIDT'DUX

L7 KEC. PLEIIIA}IAil
1 PLEMAHAN Kota 505,9 4.zfi
2 PAYAMAN Kota 223,0 3.438

3 MEIONO l(ota 159,0 2.4N
4 KAYEN LOR Kota 128,4 t.929
5 BOGOKIDUL t(ffi 90,0 L.567

JUITILAH 1.106,3 13.602
5 SIDOWAREK Desa 543,4 3.619
7 TEGOWANGI Desa 374,6 4.498
8 MOJOKEREP Desa 290,1 3.30{
9 I.ANGENHAR'O Desa 189,7 3.051

10 WONOKERTO Desa t92,6 3.026

11 PUHJARAK Desa 4X),4 4.601

t2 BANJARE'O Desa 255,6 2.235
13 SUKOHARIO Desa 486.,6 4.t97
L4 RINGINPITIJ Desa 250,7 t.737
15 MOJOAYU Desa 155,0 t.736
16 NGINO Desa 385,5 4.169

t7 SEBET Desa 224,0 L.524
JUlrll-AH 3.838,2 37.e97

18 KEC. PURWOASRI
1 PURWOASRI Kota r75,4 3.392
2 KETAWANG Kota 201,6 2.692
3 WONOTENGAH l(ota 204.,t 2.W
4 MMNGGEN Kota 188,4 2.427
5 ]ANTOK Kota L8B,2 2.358

6 PESING Kota 2L2,2 2.OU
7 PURWODADI Kota 2m,4 2.7n

JUi,ILAH 1.371,3 L8.27L
8 WOROMARTO Desa 193,5 2.693

9 SUMBEruO Desa 184,9 3.t76
10 KEMPLENG Desa 313,6 3.L2L
11 KARANGPAKIS Desa 1q),7 3.090
12 MEKIKIS Desa 191,4 3.046
13 Bt,LU Desa 20y'.,4 2.327
t4 PANDANSARI Desa 197.4 2.2U
15 KIAMPTTAN Desa 202,3 2.20L
16 MUNENG Desa 208.,2 3.s9{
t7 BELOR Desa L75,6 2.019
18 MER'OYO Desa L37,2 1.983

19 IUGU Desa 225,8 t.972
20 DAWI'HAN Desa 92,2 L.U2
2l DAYU Desa 91,5 1.483
22 SIDOMULYO Desa 156,8 L.4y
23 BI.AWE Desa 123,8 1.358

JUlIILAH 2.879,4 37.il3



LANJUTAN LUASAN PER]f,UKITIAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN KEDIRI

ilo. KECAMATAI{/DESA KI.AISIFIKASI LUAS (Ha) PEI{DUDUK

19 KEC. PAPAR
1 PAPAR Kffi 388,0 6.3t7
2 NGAMPEL Kota 48/',8 5.532

3 DAWI,,HAN KIU'L Kffi 2Y,4 2.907

4 MINGGIRAN Kota L26,0 3.231

5 MADURETNO Kota 150,0 1.908

6 SRIKATON Kota L32,9 1.384

JUItILAH 1.s16,1 2,..279
7 ,ANTI Desa 249,7 2.998

I PEHWETAN Desa 207,4 3.0r5
9 rANON Desa 219,5 2.820
10 PEHKULON Desa t70,2 2.382
11 PU}I.]A]AR Desa 109,3 2.096

L2 KEDTJNGMAI.ANG Desa 160,0 2.U7
13 KEruH Desa 286,8 4.U3
t4 SUKOMORO Desa L32,0 L.74
15 PURWOTENGAH Desa 3n,0 3.145

t6 ]AMBANGAN Desa 101,6 1.305

L7 I(WARON Desa 8,7 1.030
JUI,ILAH 2.0[,.2,2 26.621

20 KEC. PAGU
1 PAGU Kota 259,0 4.580
2 SEMANDING Kota 330,0 3.703
3 SITIMERTO Kota 56,0 t.370
4 WATES Kota 50,5 1.056
5 MENANG Kota 225,0 3.096
6 TANJUNG Kota 21t,6 3.197

,uill-AH 1.132,1 t7,oo2
7 BTJLUPASAR Desa 2y,2 3.49+
8 TENGGER KIDUL Desa 240,9 2.906
9 KAMBINGAN Desa 188,1 2.L02
10 ]AGUNG Desa 157,8 1.612
11 SEMEN Desa 237,3 3.282
t2 WONOSARI Desa 208,6 3.236
13 BENDO Desa 91,8 692

JUlrlLAH t.3*17 17.324



LANJUTAN LUASAN PERiIUKIT'AN PERKOTAAN DAN PEDESAAN D! KABUPATEN KEDIRI

No. KECASATAITUDESA KI.ASIFII(ASI LUAS (Ha) PENDUDUK

2l KEC. KAYEII XTDUL
1

'qMBIROEYONG
Kffi 2t9.4 2.9M

2 KAYEN KIDUL Kota 224,9 2.831
3 SEMAMBUNG Kota 81,0 972

JUltlLrAH 525,3 6.707
4 SENDEN Desa 315.5 3.12'
5 MUKUH Desa 376,7 3.69r
6 SUKOHAR'O Desa 385,5 3.314
7 NANGGUNGAN Desa 244,6 3.239
I PADANGAN Desa 491,8 6.571
9 BANGSONGAN Desa 373,0 5.499
10 BAYE Desa 239,0 2.738
11 SEKARAN Desa 209,9 2.356
L2 ]AMBU Desa 377,5 4.99L

JUiILAH 3.033,5 36.126
22 XEC. GAIIPENGR.E'O
1 NGEBRAK Kota 228,8 3.s37
2 SAMBIRESIK Kota L79,4 3.480
3 ]ONGBIRU Kota 108,5 3.134
4 GAMPENG Kota L57,9 2.728
5 ruRUS Kob 189,0 2.723

JUlrlllH 863,6 15.602
6 PLOSOREIO Desa 180,5 3.050
7 WANENGPATEN Desa L44.,4 2.'LL
8 PLINH Desa 101,5 2.402
9 KEruHRE]O Desa 125,0 t.912
10 SAMBIRE]O Desa t44,9 1.630
11 AUBELO Desa 87,8 1.165

,UlrlLAH 7U,l L2.670

,i



LANJUTAN LUASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN D! KABUPATEN KEDIRI

No. KECAMATAN/DESA KI.ASIFIKASI IUAS (Ha) PENDUDUK

23 KEC. NGASEM
1 KARANGRE'O Kota 263,3 8.003
2 SUKORE'O Kota 207,4 6.932
3 DOKO Kota L59,2 5.,161
4 ruGUREIO Kda 280,7 4.484
5 GOGOMNTE Kota 158,4 4.243
6 SUMBER]O Kota 268,6 3.872
7 NAMBAAN Kota 209,8 3.849
8 PARON Kota 159,3 2.874
9 NGASEM Kota L26,0 2.676
10
11

I(WADUNGAN
TOYORESMI

Kota
Kota

139,1
158,0

2.98
1.954

t2 WONOCATUR Kota 10,+,3 t.121
TUMI.AH 2.234,1 48.317

24 KEC. BAilYAKAN
1 MANYARAN Kota 515,0 5.519
2 MARON Kota 172,0 4.67t
3 BANYAI(AN Kota 292,4 4.500
I ,ATIRE'O Kota 316,0 3.857

JUMLAH 1.295,4 18./t87
5 NRON Desa 7.373,0 10.514
6 ]ABON Desa 236,0 5.664
7 NGABI-AK Desa 315,0 5.613
8 PARANG Desa 896,0 5.519
9 SENDANG Desa 160,0 2.129

JUMLAH 2.980,0 29.739
25 KEC. GROGOL
1 GROGOL Kota 492,t 6.692
2 CER}4E Kota 285,2 6.673
3 SONOREIO Kota 291,0 5.844
4 SUMBERJO Kota 2&,0 3.ffi7
5 WONOASRI Kota 104,0 L.67L

JUMI-AH 1.436,3 23.887
6 BAKAI.AN Desa 222,0 5.171
7 KAUPANG Desa 744,0 s.059
I DATENCLAN Desa 246.7 3.587
9 GAMBYOK Desa 308,3 3.608

,UMI.AH 1.521,0 17.525
26 KEC. TAROKAN
1 TAROKAN Kota L.294,0 9.s90
2 KAUBOTO Kota 372,0 7.398
3 BULUSARI Kota 850,0 7.2t3
4 KEDUNGSARI Kota 264,0 5.413
5 SUMBERDUREN Kota L57,0 2.316

JUMI.AH 2.937,O 31.930
6 KEREP Desa 209,0 3.470
7 BLIMBING Desa 26L,0 3.422
8 KALIRONG Desa 178,0 3.239
9 CENGKOK Desa 200,0 2.123
10 JATI Desa 374,0 5.077

JUMLAH l.22,-,o 17.631
-

BUPATIKEDIRI

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEDIRI

h



L PIRAN vlll : PEMIURAN DAERAH KABUPATE KEDIRI
1{O OR : 14 TAHU mll
T I{GGAL : 25 - ll . 20tl

PETA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEOIRI

[d

HARYANTI SUTRISNO

Sellnan ae.ull dsng.n rllnya

,(



IIIPRAT{ X : PERAn RAX DAERAH XABUPAIEII l(EDtRt
]{OIOR ; 14 TAHU| 204l
TAI{GGAL: 25 -11- fr11

INDIKASI LOKASI TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAT-PROGRATI PENATAAN RUANG

ilo REIICA A
I(EBUTUHA

PET{GEIIIBAIIGAII
PROGRAII UTAiIA BESAR

A G'GARA]I

TAHAPATI
SI'IIBER

PEIIBIAYAATI
IIISTAI{SI

PEI.AI(SAI{/I
KEBI'AKAX I / TAHUN u tu nI 2 I 1 5

A Rencana Stslktur Ruang WIhyah Kabupaten

1
Sistem

M€saan

Pengembang
an kawalim
Agropolitan

PengembangEn kawasan

@esaan berbEis hasil

. Agropolitan Pakancubu rE.
pembangunan pasar Agriblsnis,
Pasar Ikan, hsar Heurdn di hre

Rps00.000.000 o

I
o o

APBD Kab, Prov

Dinas pertanian,

Dlms Huthrn, Dinas
l(dEwanan, Diruls
PU, Dinas
lGperlrdag

perEnEn, I€rKeDUnan,
perikanan dan
peternakan

. rEr rgEr r [Jor r90r r P4Er Argru ur

lcc.Wates

. PensEmbangan pGar Agro dl
l(ec. Grogol

Rp2s0.000.000 o o

Pengembang
an kawiilian
perdesaan

Mendorong pertumbuhan
kawasan perdesaan.

. Promosi hasil produk pertanian Rp 1$.000.000 o o o
APBDKab, Prcv

Dinas Pertanian,
Unas ru, Dnas
Koperlndag

. FlngEOaan rnfasEulfiJr
penunjarE, berba:is tel(nologi
mdem

Rp200.0m.000 o

t
o o o o

2
9stem

hkotaan

Pengembang
an perkotaan
t tama

PengEmbangEn ibukota
lGbupaten sebagal
perkotaan PKL

. PengembarEan pusat fjisnis
(perdagEngan r€gional)
Kafupaten

Rp750.m0.0m o o

APBN.

Provinsl, APBD lGb

Departemen PU,

Dlnas PU

. PengembarEan Fasilit?s
FenunJang (Rekrea$, RS,

Terminal)

Rp900.000.0m o o

Pengembang
an perkotaan
PXLp dan
PPK

Pusat PKLp dan PPK

. Penqembangan kawasan industri

Rp250.000.m0 o o

APBI'I, APBD

Pro,insl, APBD Kab

Departemen
HrubungEn, Onas
Koperindag, Dinas
PU, DKP

. PengembarEan permukiman Rp250,000.0m o o o o o o

. Penhgkatan jalan antar fllsat
PKfm(-PPL

Rp7s0.000.000 o o o o o

sistem &
fung:{

l,lendorong pembentukan PenlrEkatan alc6 ke arah pusat

Pelayanar
Rp750.m0.000 o o o APED Pror, lGb

Dinas Pudan DishubPUSat pelaranan

( (i ((_

Rp250.m0.00



I-ANJUTAN INDIKASI LOKAS! TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRATI-PROGRATI PENATAAN RUANG

( (\

Pengembang
an ialan

penghubung dan jahn

Transporbsi
Jalan Rafa

APBD PIov, ru, Dlnas PU.

Bappeda, DKP

alces wilayah barat
timur, dengan pembangunan

iembatan di papar dan

cana Pengembangan ja
baru ke arah Ponorogo

dengan adarrya perubahan
jalan anbra Kediri-

Malang-lHiri dan
.lornbang (PeGk), juga
pusat SSIrP Nagdlluwih

Di$ub, Dinas ru,

B. Penoembanoan PrasaEna Wiliiyah

1

Rp900.000.000

Rp mfi0tm.00(

Rp1-000.000.000

RD 1 .O00.0O0.0oo

arah wisab Gunung Kelud, sering
lprlarll lnnoosrrr
- D6--^- 1-l!^ ;^a Es,a /ll^^r.-- Rp8.000.000.000

@mpengreicSlmpang Gumul.

Pengembang
an
infrastsuktnr
penduhtng

. AIih Fungd terminal furwoasri
mcniadl tFnrinal .:am.!

Rp250.000.m0

APBD PTo/.Kab

. Pembangunan terminal di Paoar, Rp2.000.000.m0
PengernbarEan terminal Wetes, Grogol dan Ngadiluwih

Rp500.000.000 o

2

frdnspo{tasi
fransportasi
massal

Penoembanoan sistem . Fengembangan FringEn jalur I

;;------ ---- -- | a,Mil
zuMN PI I(AI

E-ansporbd massal &
inft'astuldur PengEmbangan Flur l(A komuEr 

I
BI'IMT{

Kereta ADi


